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ABSTRAK 
 

HEPPIANA EWANAN. Analisis sistem dan Prosedur pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupate|n Tana Toraja. (Dibimbing 

oleh Dr. Se|ri Suriani, SE., M.Si dan Nur Fadhila Amri, SE., Ak., M.Si.). 

Pe|nelitian ini be|rtujuan untuk me|ngetahui bagaimana sistem dan prosedur 

pe|ngelolaan alokasi dana desa di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupate|n 

Tana Toraja. Metode pe|nelitian yang digunakan deskriprif analisis de|ngan 

pe|ndekatan kualitatif yaitu de|ngan pe|nelitian data kualitatif yang kemudian diolah 

dan dianalisis untuk me|ngambil suatu kesimpulan. Metode pe|ngumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara dan dokeme|ntasi. 

Hasil pe|nelitian ini me|nunjukan bahwa sistem yang digunakan dalam me|ngelola 

keuangan desa te|rmasuk Alokasi Dana Desa di Lembang Bau adalah Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes) dan prosedur pe|ngelolaan alokasi dana desa di 

Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupate|n Tana Toraja sudah dite|rapkan 

sesuai de|ngan UUD No 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 

2018, hal te|rsebut dibuktikan dari pe|ngelolaan alokasi dana desa yang dimulai 

dari tahapan pe|re|ncanaa, pelaksanaan, pe|natausahaan, pelaporan, dan 

pe|rtanggungjwaban sehingga pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa boleh dikelola 

secara akuntabilitas dan transparansi.  
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By: 
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ABSTRACT 
 

HEPPIANA EWANAN. Analysis of systems and procedures for managing 

Village Fund Allocation (ADD) in Bau Village, Bittuang District, Tana Toraja 

Regency. (Supe|rvised by Dr. Se|ri Suriani, SE., M.Si and Nur Fadhila Amri, SE., 

Ak., M.Si.). 

This study aims to find out how the system and procedures for managing village 

fund allocations in Bau Village, Bittuang District, Tana Toraja Regency. The 

research method used is descriptive analysis with a qualitative approach, namely 

qualitative data research which is then processed and analyzed to draw a 

conclusion. Data collection methods used are interviews and documentation. 

The results of this study indicate that the system used in managing village 

finances including Village Fund Allocation in Bau village is the Village Financial 

System (Siskeudes) and the procedure for managing village fund allocations in 

Bau village, Bittuang District, Tana Toraja Regency has been implemented in 

accordance with the Constitution No. 6 of 2014 and PERMENDAGRI Number 20 

of 2018, this is evidenced by the management of village fund allocations starting 

from the stages of planning, implementation, administration, reporting, and 

accountability so that the management of village fund allocations can be managed 

in an accountable and transparent manner 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan  

pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat desa. Disamping itu pemerintah desa diharapkan secara 

mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, 

termasuk  pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Demikian besar peran 

yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan  tanggungjawab yang besar 

pula. Oleh karna itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas 

dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa 

sesuai dengan ketentuan 

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan 

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pe|rwujudan dari dese|ntralisasi keuangan 

me|nuju desa yang mandiri. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh 

peme|rintah Kabupate|n/Kota untuk desa, yang be|rsumbe|r dari bagian dana 

pe|rimbangan keuangan pusat dan dae|rah yang dite|rima oleh kabupate|n atau kota 

untuk me|nunjang segala sektor di masyarakat se|rta untuk memudahkan 

peme|rintah dalam melaksanakan kegiatan peme|rintahan, pembangunan dan 

pembe|rdayaan masyarakat desa (Sitti et al.,2017). 
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Kebijakan pengalokasian dana desa telah berhasil mengangkat de|rajat desa 

te|rtinggal dan desa be|rkembang me|njadi desa mandiri. Pada Tahun 2022 

peme|rintah me|ngalokasikan dana desa sebesar Rp 68 triliun yang dipe|runtukan 

untuk 74.960 desa pada 434 kabupate|n/kota diseluruh Indonesia. Besarnya alokasi 

dana desa yang dikuncurkan peme|rintah pusat untuk me|ningkatkan pembangunan 

desa dan kesejahte|raan masyarakat, butuh pe|ngelolaan  yang profesional , efektif 

dan akuntabel, agar te|rsalurkan tepat sasaran. Me|ngingat isu me|nge|nai alokasi 

dana desa tidak lepas dari korupsi. 

Pengelolaan alokasi dana desa juga menjadi perhatian di Lembang Bau, 

Kecamatan Bittuang Kabupate|n Tana Toraja. Peme|rintah Kabupate|n Tana Toraja 

me|nyusun Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang kemudian selanjutnya akan 

disalurkan kesetiap Kecamatan yang ada. Salah satunya adalah Kecamatan 

Bittuang yang di bagi me|njadi 15 Lembang , yaitu Lembang Balla, Lembang Bau, 

Lembang Bittuang, Lembang Burasia, Lembang Buttu Limbong, Lembang 

Kandua, Lembang Kole Palian, Lembang Le’tek, Lembang Pali’, Lembang 

Patongloan, Lembang Rembo-Rembo, Lembang Sandana, Lembang Sasak, 

Lembang Se’se|ng, Lembang Tiroan. 

Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang 

seharusnya dilaksanakan sesuai de|ngan sistem dan prosedur sesuai de|ngan 

pe|raturan peme|rintah agar te|rhindar dari resiko te|rjadinya pe|nyimpangan, 

pe|nyelewe|ngan dan korupsi me|ngingat isu me|nge|nai alokasi dana desa tidak 

lepas dari korupsi. Dalam hal pe|ngelolaan dana desa, akan ada risiko te|rjadinya 

kesalahan baik be|rsifat administratif maupun substantif yang dapat 
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me|ngakibatkan te|rjadinya pe|rmasalahan hukum me|ngingat belum memadainya 

kompete|nsi kepala desa dan aparat desa dalam hal pe|natausahaan, pelaporan, dan 

pe|rtanggungjawaban keuangan desa. Hal itu te|rjadi kare|na peme|rintahan desa 

yang akan me|ndapatkan pe|ndanaan program dan kegiatan dari be|rbagai sumbe|r 

(APBN dan APBD Provinsi/Kabupate|n) me|ngandung konsekue|nsi harus mampu 

me|ngelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari pe|nyalahgunaan. 

Dimana kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa 

adalah ke|ndala seke|rtaris desa dalam membuat laporan dana desa sehingga 

laporan tidak tepat waktu, kete|rbatasan sumbe|r daya dalam me|ngelola anggaran, 

pe|nyaluran yang belum sesuai de|ngan kete|ntuan yang be|rlaku, pembe|rdayaan 

masyarakat dalam pembangunan desa masih pe|rlu ditingkatkan lagi. 

Permasalahan yang umumnya yang sering terjadi tentang pengelolaan 

Alokasi Dana Desa  di desa- desa yaitu dimana pe|ngelolaan anggaran te|rsebut 

hanya diketahui oleh segelintir orang, mulai dari proses pe|re|ncanaan, 

pelaksanaan, hingga pe|rtanggungjawaban yang hanya melibatkan bebe|rapa orang. 

Hal ini kemudian dapat me|nimbulkan masalah dalam pe|nyelewe|ngan dan 

memanipulasi pe|ngelolaan ADD/DD yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya 

bisa dipe|rcaya oleh masyarakat dalam membangun desa. 

Salah satunya masalah paling sering terjadi di desa-desa yaitu keterbatasan 

dalam pe|ngelolaan alokasi dana desa te|rletak pada kemampuan pe|ngelolaan dana 

desa baik dari unsur peme|rintah maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

pe|re|ncanaan pelaksanaan, pe|natausahaan dan pe|rtanggungjawaban, kegiatan yang 

belum baik dalam tahap pelaporan pihak peme|rintah desa masih meme|rlukan 
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bantuan dari pe|ndamping kecamatan untuk me|nyusun laporan 

pe|rtanggungjawaban yang dimana hal ini akan be|rdampak pada kete|rlambatan 

pe|ncairan dan pelaksanaan kegiatan yang be|rsumbe|r dari dana desa. Dan apabila 

melihat jumlah anggaran yang dibe|rikan kepada desa melalui dana desa cukup 

besar, maka muncul pe|rtanyaan apakah desa bese|rta eleme|n yang ada mampu 

me|njalankan amanah dalam me|ngelola anggaran te|rsebut secara akuntabiltas 

sesuai de|ngan sistem dan prosedur. 

Seperti halnya masalah pengelolan Alokasi Dana Desa dalam penelitian  

Yuliana Marlin, Helmy Syamsuri & Harry Yulianto (2020) me|nunjukkan bahwa 

pe|re|ncanaan, pelaksanaan, pe|natausahaan, pelaporan, dan pe|rtanggungjawaban 

sudah dilaksanakan me|ngikuti juknis sesuai de|ngan pe|raturan yang be|rlaku. 

namun yang pe|nghambat pe|ngelolaannya yaitu kete|rbatasan kualitas sumbe|r daya 

manusia dalam pe|ngelolaan anggaran, juknis yang be|rubah-ubah dan komunikasi. 

Demikian besar peran yang diterima desa untuk mengatur dan mengurus 

se|ndiri urusan peme|rintahannya, te|ntu hal itu dise|rtai tanggungjawab yang besar 

pula, me|ngingat desa sebagai e|ntitas yang be|rhadapan langsung de|ngann rakyat. 

Untuk dapat me|njalankan pe|rannya secara efektif dan efesie|n, maka dari itu 

peme|rintah desa dalam me|ngelola Alokasi Dana Desa (ADD) pe|rluh melalui 

sitem dan prosedur pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa dalam me|nunjang peme|rintah 

desa te|rutama dalam me|njalankan pe|ngelolaan keuangan yang baik dan juga 

sesuai de|ngan prosedur yang semestinya agar nantinya dapat mempe|rmudah 

dalam hal pelaporan dan pe|rtanggungjawaban kepada peme|rintah kabupate|n 

dalam hal ini yang be|rkaitan de|ngan dana desa. 
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Berdasarkan latar belakang dari penelitian-penelitian sebelumnya dan 

fe|nome|na yamg te|rjadi saat ini dimana masih adanya kasus-kasus pe|nyimpangan 

dalam pe|ngunaan anggaran dan juga adanya kese|njangan pe|nelitian.  Dan adanya 

asumsi bahwa pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di setiap desa di 

Indonesia te|ntunya akan membe|rikan hasil yang be|rbeda-beda antar desa. 

Be|rdasarkan pe|rtimbangan te|rsebut  maka pe|nulis  te|rtarik untuk me|nelitian lebih 

lanjut me|nge|nai pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa de|ngan be|rjudul “ Analisis 

Sistem dan Prosedur Pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau 

Kecamatam Bittuang Kabupate|n Tana Toraja ”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam pe|nelitian ini adalah Bagaimana Sistem dan Prosedur 

pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Lembang Bau Kecamatan Bittuang 

Kabupate|n Tana Toraja? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Sistem dan 

Prosedur dalam Pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Kecamatan 

Bittuang Kabupate|n Tana Toraja 

1.4. Manfaat Penelitian  

De|ngan dilaksanakannya penelitian ini, pe|neliti be|rharap dapat 

membe|rikan manfaat diantaranya adalah : 
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1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan refe|re|nsi untuk pe|nelitian selanjutnyan dan me|nambah 

wawasan dan pe|ngetahuan se|rta dipe|rolehnya manfaat dari 

pe|ngalaman pe|neliti te|rkait analisis sistem dan prosedur pe|ngelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD). 

2. Manfaat Praktis 

a. Membe|rikan gambaran kepada masyarakat me|nge|nai pe|ntingnya 

pe|ngetahuan te|ntang pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa di desa 

me|reka se|ndiri. 

b. Membe|rikan gambaran kepada desa-desa lain te|ntang bagaimana 

pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa dan membantu peme|rintah desa 

untuk me|ningkatkan tata kelola ADD. 
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik  

Menurut Wiranata (2015) Akuntansi Sektor Publik  dapat 

didefe|nisikan sebagai suatu aktivitas jasa yang meliptuti proses pe|ncatatan, 

pe|ngklarifikasian, dan pelaporan me|nge|nai kegiatan atau transaksi ekonomi 

yang akan me|nghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak 

te|rte|ntu dalam me|ngambil sebuah keputusan yang akan dijalankan dalam 

pe|ngelolaan dana pubilk di suatu lembaga. 

Menurut Fauzia (2018) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme 

teknis dan analisis akuntansi, yaitu proses pe|ncatatan, pe|ngklarifikasian, 

pe|nganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan yang dite|rapkan dalam 

pe|nglolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi nege|ra dan 

departeme|n-departeman dibawahnya yang be|rguna untuk me|ngambil 

keputusan. 

Pengertian lain dari akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas 

yang me|nyediakan informasi keuangan peme|rintah be|rdasarkan proses 

pe|ncatatan , pe|ngklarifikasian, pengiktisaran suatu transaksi kuangan 

pemerintah se|rta pe|nafsiran atas informasi keuangan te|rsebut (Fatimas, S. 

2022) 

Berdasarkan penjelasan mengenai akuntansi sektor publik diatas dapat 

disimpulkan bawah akuntansi sektor publik me|rupakan suatu aktivitas jasa 
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yang meliputi proses pe|ncatatan, pe|ngklarifikasian, pe|nganalisisan  dan 

pelaporan me|nge|nai transaksi  keuangan yang dite|rapkan di lembaga 

peme|rintahan  sehingga me|nghasilkan sebuah informasi keuangan yang 

be|rguna untuk pe|ngambilan keputusan. 

2.1.2. Pemerintah Desa  

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang 

pe|nyelanggaraannya ditujukan kepada  Kepala Desa. Peme|rintahan desa 

adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang be|rsangkutan 

dipadukan de|ngan usaha-usaha peme|rintah untuk me|ningkatkan taraf hidup 

masyarakat (Andi Siti Et. Al 2017). Peme|rintah desa me|nurut Budiarti, P. A., 

& Retnani, E. D. (2021) adalah pe|nyele|nggaraan urusan peme|rintahan dan 

kepe|ntingan masyarakat setempat dalam sistem peme|rintah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI).  Peme|rintah desa adalah kepala desa atau yang 

disebut de|ngan nama lain dibantu oleh pe|rangkat desa sebagai unsur 

pe|nyele|nggaraan peme|rintahan desa.  

Sedangkan me|nurut (Rati Pundissing, 2021) adalah Kepala Desa dan 

Badan Pe|rmusyawaratan Desa yang dipe|rcaya oleh masyarakat be|rtugas 

me|nyele|nggarakan peme|rintahan dan me|reka juga yang be|rtugas me|ngatur 

dan me|ngurus segala sesuatu kepe|ntingan masyarakat setempat be|rdasarkan 

asal usul dan adat istiadat. 

Menurut Asyik dan Novitasari (2019), pemerintah desa secara umum 

dapat diartikan sebagai badan atau lembaga peme|rintahaan, yang dimana 

posisinya sebagai pejabat resmi yang be|rpe|ran sebagai pelaksana dalam 

kegiatan peme|rintah. Sedangkan jika diartikan me|nurut Undang-Undang 
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No.6 Tahun 2014 te|ntang Desa adalah selaku pe|nyele|nggara segala urusan 

peme|rintahan dan kepe|ntingan masyarakat setempat dalam sistem 

Peme|rintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut Hadi (2019) meskipun pemerintah desa dibe|rikan 

kewe|nangan dalam me|njalankan otonomi, namun tidak secara indepe|nden, 

artinya masih dibawah pe|ngawasan peme|rintah kabupate|n/kota. Peme|rintah 

Desa mempunyai posisi yang be|rdaulat dalam me|ngatur dan me|ngurus desa 

sebagaimana yang te|rcantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

te|ntang Desa, Pe|raturan Peme|rintah No. 47 Tahun 2015 dan Pe|raturan 

Peme|rintah  No. 76 tahun 2015 te|ntang Pe|raturan pelaksanaan dalam 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 te|ntang Desa.  

Jadi penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah 

pe|nyele|nggara segala urusan peme|rintahan dan kepe|ntingan masyarakat se|rta 

be|rtugas untuk me|ngelola wilayah tingkat desa be|rdasarakan asal usul dan 

adat isti adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Peme|rintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2.1.3. Sistem 

Pengertian sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling 

berelasi dan be|rinte|raksi se|rta hubungan antara objek bisa dilihat sebagai 

suatu kesatuan yang dirancang untuk me|ncapai suatu tujuan. De|ngan 

demikian secara sede|rhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan 

atau himpunan dari unsur variabel-variabel yang saling be|rinte|rkasi se|rta 

saling kete|rgantungan satu sama lain (Rina & Faktur,2019). 
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Pengertian sistem menurutt (SittinAisyah, 2018) Sistem me|rupakan 

suatu jaringan ke|rja dari prosedur-prosedur yang saling be|rhubungan, 

be|rkumpul be|rsama-sama untuk melakukan suatu kegiatan  untuk 

me|nyelesaikan suatu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana sistem 

sebagai suatu ke|rangka yang saling be|rhubungan yang disusun sesuai de|ngan 

skema yang me|nyeluruh untuk melaksankan suatu kegiatan.  Sistem me|nurut 

(Bitar,2021) me|rupakan sekumpulan objek atau eleme|n-eleme|n yang 

mempunyai arti be|rbeda-beda yang saling be|rhubungan, saling beke|rja sama 

se|rta saling mempe|ngaruhi satu sama lain dimana memilik kete|rkaitan pada 

sebuah re|ncana yang sama untuk me|ncapai tujuan te|rte|ntu pada suatu 

lingkungan yang kompleks. 

Berdasarkan penjelasan mengenai sistem penulis dapat menyimpulkan 

bahwa sistem me|rupakan sekumpulan eleme|n-eleme|n fungsi yang saling 

be|rhubungan antara satu eleme|n de|ngan eleme|n lainnya dalam suatu kegiatan 

pada lingkungan yang kompelks  untuk me|ncapai sautu tujuan te|rte|ntu.  

2.1.4. Prosedur 

Pengertian prosedur merupakan tata cara yaitu rangkaian tindakan, 

langkah, atau pe|rbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan me|rupakan 

cara yang tepat untuk dapat me|ncapai tahap te|rte|ntu dalam hubungan 

me|ncapai tujuan akhir (Sitti Aisyah,2018).   Me|nurut Mulyadi (2017:5) 

prosedur adalah suatu kegiatan kle|rikaal, biasanya melibatkan bebe|rapa 

orang dalam suatu departeme|n atau lebih, yang dibuat untuk me|njamin 
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pe|nanganan secara se|ragam transaksi pe|rusahaan yang te|rjadi be|rulang-

ulang. 

Pengertian prosedur menurut Narko dalam kutip oleh Novasari, Alfira 

(2018:15) me|rupakan urutan-urutan peke|rjaan cle|rica yang melibakan 

bebe|rapa orang yang disusun untuk me|njamin adanya pe|rlakuan yang sama 

te|rhadap pe|nanganan transaksi pe|rusahaan yang be|rulang-ulang. 

Be|rdasarakan pe|nge|rtian te|rsebut bahwa prosedur adalah suatu se|rangkaian 

kegiatan yang biasanya melibatkan bebe|rpa orang, guna me|nangani segala 

transaksi pe|rusahaan yang be|rulang te|rjadi secara se|ragam. 

Penulis menyimpulkan bahwa prosedur adalah se|rangkaian tindakan  

atau langkah-langkah yang te|rsusun secara sistematis  dan saling 

be|rhubungan untuk dilakukan secara be|rulang-ulang oleh bebe|rapa orang 

dalam suatu departeme|n agar aktivitas dapat be|rjalan de|ngan baik dan dapat 

me|ncapai sutau tujuan yang ingin dicapai. 

2.1.5. Pengelolaan  

.Menurut Minarni Anaci Dethan (2019) Pengelolaan adalah 

se|rangakain kegiatan atau tugas yang dimulai dari pe|re|ncanaan, 

pe|ngorganisasian, pe|ngarahan dan pe|nge|ndalian atau pe|ngawasan de|ngan 

memanfaatkan pote|nsi yang ada dalam me|ncapai tujuan te|rte|ntu. 

Pengelolaan merupakan sutau proses untuk melakukan suatu kegiatan 

te|rte|ntu de|ngan melibatkan te|naga, orang lain dam proses pelaksanaan 

kebijakan guna untuk me|ncapai atau mewujudkan suatu tujuan te|rte|ntu 

(Rorimpandey, Graciela K 2022).  Hamalik (2019) be|rpe|ndapat bahwa 
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pe|ngelolaan adalah suatu proses untuk me|ngge|rakan, me|ngorgansasikan, 

me|ngarahkan usaha manusia untuk me|ncapai tujuannya. 

Pengelolan menurut G.R Terry (2019) adalah proses khas yang te|rdiri 

atas tindakan-tindakan pe|re|ncanaan, pe|ngorganisasian, pe|rge|rakan, dan 

pe|nge|ndalian, yang dilakukan untuk me|ne|ntukan se|rt me|ncapai sasaran yang 

telah dite|ntukan melalui pemanfaatan sumbae|r daya lainnya.  

Berdasarkan pe|njelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

pe|ngelolaan adalah suatu rangkaian  proses kegiatan yang be|rtujuan untuk 

me|nggali dan memanfaatankan segala pote|nsi yang dimiliki secara efektif 

dan efisie|n yang didalamnya melalui proses pe|re|ncanaan, pe|ngorganisasian, 

pelaksanaan, dan pe|ngawasan agar me|ncapai suatu tujuan. 

2.1.6. Alokasi Dana Desa 

Pengertian Alokasi Dana Desa  merupakan salah satu bentuk 

hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan 

antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintah desa, artinya anggaran 

pemerintah yang telah dialokasikan kepada desa terkait sepe|nuhnya adalah 

untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan desa (Alokasi Dana Desa 

merupakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan desa yang 

mendesak. Karena alokasi dana desa dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi oleh desa, tanpa menunggu lama  program dari 

pemerintah kabupaten. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan 

oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian 

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten 
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atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk 

memudahkan  pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam 

melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta 

untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat Siti et 

al.(2017). Alokasi Dana Desa me|nurut (Makmur,2020) me|rupakan suatu 

be|ntuk upaya yang dilakukan oleh   peme|rintah untuk me|ndorong dan 

pembe|rdayaan di desa yang didalam pelaksanaanya peme|rintah desa beke|rja 

sama de|ngan masyarakat, dimana Alokasi Dana Desa adalah bagian dari 

pe|ne|rimaan desa yang dituangan dalam Anggaran Pe|ndapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) yang ditetapkan dalam pe|raturan desa. 

Menurut Nurhayati (2017:3) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana 

yang dibe|rikan kepada kepala desa yang be|rasal dari dana pe|rimbangan 

keuangan peme|rintah pusat dan dae|rah yang dite|rima oleh kabupate|n atau 

kota. Pembe|rian alokasi dana desa me|rupakan wujud dari peme|nuhan hak 

kepada desa untuk bisa me|nyele|nggarakan otonominya agar bisa tumbuh dan 

be|rkembang me|ngikuti pe|rtumbuhan dari desa itu se|ndiri be|rdasarkan 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, pembe|rdayaan 

masyarakat dan pe|ningkatan pe|ran peme|rintah dalam membe|rikan pelayanan 

dan kesejahte|raan masyarakat se|rta memacu pe|rcepatan pembangunan dan 

pe|rtumbuhan wilayah-wilayah desa yang strategis. 
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Menurut Sujadi (2019) pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 

Anggaran Pe|ndapatan dan Belanja Desa (APBDes), wajib mempe|rhatikan 

pe|runtukannya de|ngan prese|ntase anggaran: 

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh pe|rse|ratus) dari jumlah anggaran belanja 

desa digunakan untuk me|ndanai pe|nyele|nggaran Peme|rintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pembe|rdayaan masyarakat. 

2. Paling banyak 30% (tiga puluh pe|rse|ratus) dari jumlah anggaran belanja 

desa yang digunakan untuk belanja aparatur  dan ope|rasional peme|rintah 

desa. 

Menurut Fahri (2021) dalam pengelokasian Alokasi Dana Desa ke 

desa pe|rlu mempe|rtimbangkan: 1). Kebutuhan pe|nghasilan tetap kepala desa 

dan pe|rangkat desa, 2). Jumlah pe|nduduk, luas wilayah, angka kemiskinan 

dan kondi geografis desa.  Sedangkan untul tujuan pelaksanaan alokasi dana 

desa (ADD) yaitu sebagai be|rikut : 

a. Me|ningkatkan pe|nyele|nggaraan peme|rintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan sesuai kewe|nangan 

b. Me|ningkatkan kemampuan lembaga masyarakat  desa dalam 

pe|re|ncanaan, pelaksanaan, dan pe|nge|ndalian pembangunan secara 

partisipasi sesuai de|ngan pote|nsi desa 

c. Me|ningkatkan peme|rataan pe|ndapata, kesempatan beke|rja, dan 

kesempatan be|rusaha bagi masyarakat. 
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Penyempurnaan kebijakan Alokasi Dana Desa tahun 2022 diharapkan 

bisa membe|rikan dampak yang positif te|rhadap proses dan pemanfaatannya. 

a. Pe|rbaikan formal pe|rhitungan de|ngan mempe|rluas cluste|r alokasi dasar 

be|rdasarkan jumlah pe|nduduk yang sebelumnya 5 cluste|r me|njadi 7 

cluste|r agar lebih me|nce|rminkan keadilan. 

b. Pe|rhitungan dan pe|netapan pagu Dana Desa pe|rdesa oleh peme|rintah 

diharapkan makinmempe|rcepat proses pe|nyaluran langsung dari RKUN 

ke RKDesa agar desa bisa langsung memanfaatkan dana desa yang 

me|reka pe|roleh sesuai de|ngan program ke|rja yang telah ditetapkan. 

c. Pe|nguatan fokus dan prioritas pemanfaatan dana desa dalam rangka 

program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi covid-19.  

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) 

me|rupakan dana yang harus dialokasikan oleh Peme|rintah Kabupate|n untuk 

desa, yang be|rsumbe|r dari bagian dana pe|rimbangan keuangan pusat dan 

dae|rah yang dite|rima kabupate|n yang pe|nggunaannya 30% untuk belanja 

aparatur dan ope|rsional dan 70%  untuk belanja publik dan pembe|rdayaan 

masyarakat. 

2.2. Sistem Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Suatu sistem dan prosedur merupakan hal yang mutlak dan sangat 

dipe|rluhkan demi me|nunjang kebe|rlangsungan hidup suatu pe|rusahaan dalam 

me|njalankan aktivitas-aktivitasnya. Setiap sistem dan prosedur dibuat untuk 

me|nangani suatu hal yang be|rulang kali atau yang secara rutin te|rjadi dalam 

aktivitas suatu pe|rusahaan.yang mewakili sistem secara umu adalah masukan, 
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pe|ngelohan, dan pe|ngeluaran (Sitti Aisyah, 2018). Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa untuk menghindari tindakan fraud maka dibutuhkan peningkatan 

kinerja  pemerintah desa dan badan pengawas desa, dan juga masyarakat 

diperluhkan dalam mengawasi pengunaan anggaran yang diperoleh dari 

pmerintah pusat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Seri Surani, 2020) 

Sesuai PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 pasal 31,43, 63,68 

dan 70 pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa meliputi: pe|re|ncanaan, pelaksanaan, 

pe|natausahaan, pelaporan, dan pe|rtanggungjawaban yang diuraikan sebagai 

be|rikut: 
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2.2.1. Perencanaan 
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peme|rintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam Anggaran 

pe|ndapatan Belanja Desa (APBDesa). Mekanisme pe|re|ncanaan alokasi dan 

desa dimulai dari Kepala Desa sebagai pe|nanggung jawab alokasi dana desa 

de|ngan me|ngadakan musyawarah desa untuk membahas me|nge|nai re|ncana 

pe|nggunaan alokasi dana desa dimana dihadiri oleh unsur peme|rintah desa, 

badan pe|rmusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh 

masyarakat, hasil musyawarah te|rsebut akan dituangkan dalam rancangan 

pe|ngunaan dana yang me|rupakan bahan dalam pe|nyusuanan anggaran 

pembelanjaan belanja desa.  

Menurut Rifkayanti (2021), dalam pe|re|ncanaan pe|ngelolaan dan desa 

pe|rlu adanya bebe|rapa rancangan yaitu sebagai be|rikut: 

1) Rancangan  pe|raturan desa te|ntang APBDesa dibuat, disampaikan oleh 

kepala desa, dan dibahsa de|ngan Badan Pe|rmusyawaratan Desa untuk 

disepakati be|rsama paling lambat bulan oktobe|r be|rjalan. 

2) Rancangan pe|raturan desa te|ntang APBDesa yang telah disepakati 

disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati /Walikota melalui camat 

atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk 

dievaluasi. 

3) Bupati/ Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 hari ke|rja sejak 

dite|rimanya rancangan pe|raturan desa te|ntang APBDesa. Apabila Bupati/ 

Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu te|rsebut, maka 

pe|raturan desa be|rlaku de|ngan se|ndirinya. 
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4) Dalam hal ada koreksi yang disampikan atau pe|nyesuaian yang harus 

dilakukan dari hasil evaluasi te|rsebut, maka kepala desa harus melakukan 

pe|nyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari  jam ke|rja sejak dite|rimanya 

hasil evaluasi. 

5) Apabila hasil  evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala 

desa tetap me|netapkan rancangan pe|raturan kepala desa te|ntang APBDesa 

me|njadi pe|raturan desa, Bupati/Walikota. Pembatalan pe|raturan desa 

te|rsebut sekaligus me|nyatakan be|rlakunya pagu APBDesa tahun anggaran 

sebelumnya. Apabila te|rjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat 

melakukan pe|ngeluaran te|rhadap ope|rasional pe|nyele|nggaraan 

peme|rintah desa. 

6) Kepala desa membe|rhe|ntikan pelaksanaan pe|raturan desa paling lama  7 

(tujuh) hari ke|rja setelah pembatalan dan selanjutnya be|rsama BPD 

me|ncabut pe|raturan desa dimaksud. 

7) Dalam hal Bupati/Walikota me|ndelegasikan evaluasi rancangan pe|raturan  

desa te|ntang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. 

2.2.2. Pelaksanaan  

Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepala desa dan aparat desa 

memliki pe|ran yang sangat pe|nting dimana aparat desa memiliki kewajiban 

de|ngan me|njadi ketua palaksana oleh kepala desa, dan juga juga me|njadi 

anggota pelaksana  oleh aparat peme|rintahan desa lainnya. Untuk me|ncapai 

pembangunan desa yang baik maka pe|rluh adanya tim pelaksana yang dapat 

beke|rja sama dalam me|ngatur jalannya suatu pembangunan.  
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Pelaksanaan alokasi dana desa yang me|rupakan tahap realisasi dari 

seluruh re|ncana kegiatan pe|ngelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. 

Alokasi dana desa yang dite|rima digunaan untuk biaya peyele|nggaraan 

peme|rintah yang disrrahkan pada masing-masing pos dan utuk biaya 

pembe|rdayaan masyarakat dise|rahkan kepada timpelaksana tingkat desa yang 

nantinya akan dipe|rtanggungjawabkan kepada kepala desa.  Dalam 

pelaksanaan keuangan desa, te|rdapat bebe|rapa prinsip umum yang harus 

ditaati yang me|ncakup pe|ne|rimaan dan pe|ngeluaran. Prinsip itu diantaranya 

bahwa seluruh pe|ne|rimaan dan pe|ngeluaran desa dilaksanan melalui reke|ning 

kas desa. Pe|ncairan dana dalam reke|ning kas desa ditandatangani oleh Kepala 

Desa dan Be|ndahara Desa. Namun khusus bagi desa yang memilki pelayanan 

pe|rbankan diwilayahnya maka pe|ngaturan lebih lanjut dan ditetapkan oleh 

peme|rintah  Kabupate|n/ Kota. Be|rikut pe|njelasan dalam pelaksanaan 

Keuangan Desa  yaitu: 

1) Semua pe|ne|rimaan dan pe|ngeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewe|nangan desa dilaksankan melalui reke|ning kas desa.  

2) Khusus bagi desa yang memilii pelayanan pe|rbakan diwilayahnya maka 

pe|ngaturan ditetapkan oleh peme|rintah Kabupate|n/Kota. 

3) Semua  pe|ne|rimaan dan pe|ngeluaran desa sebagimn dimaksud pada ayat 

harus didukung oleh bukti yang le|ngkap dan sah. 

4) Peme|rintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai pe|ne|rimaan desa 

selain yang ditetapkan dalam pe|raturan desa. 

5) Be|ndahara dapat me|nyimpan uang dalam kas desa pada jumlah te|rte|ntu 

dalam rangka meme|nuhi kebutuhan ope|rasional peme|rintah desa. 
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6) Pe|ngaturan jumlah uang dalam ks desa ditetapkan  dalam pe|raturan 

Bupati/Walikota. 

7) Pe|ngeluaran desa yang me|ngakibatkan beban APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan pe|raturan desa te|ngtang APBDesa 

ditetapkan me|njadi pe|raturan desa. 

8) Pe|ngeluaran desa sebagaimana dimaksud pada no 7 tidak untuk belanja 

pegawai yang be|rsifat me|ngikat dan ope|rasional pe|rkantoran yang 

ditetapkan dalam pe|raturan kepala desa 

9) Pe|nggunaan biaya tak  te|rduga te|rlebih  dulu garus dibuat rincian 

anggaran biaya yang telah  disahkan oleh kepala desa. 

10) Pe|ngadaan barang dan/ atau jasa fi desa diatur de|ngan pe|raturan 

Bupati/Walikota de|ngan be|rpedoman pada kete|ntuan pe|raturan 

pe|rundang-undangan. 

2.2.3. Penatausahaan 

Pe|natausahaan me|rupakan rangkaian kegiatan seacara sistematis 

(te|ratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan be|rdasarkan prinsip, 

standar, se|rta prosedur te|rte|ntu sehingga informasi aktual, (informasi yang 

sesungguhnya) be|rke|nan de|ngan keuangan dapat se|rta dipe|roleh. Tahap ini 

me|rupakan proses pe|ncatatan seluruh transaksi keuangan yang te|rjadi dalam 

satu tahun anggaran (Rorimpandey, Graciela K. 2022) 

Be|ndahara desa melakukan pe|ncatatan atas  seluruh pe|ne|rimaan dan 

pe|ngeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang be|rsifat tunai . sedangkan 

transaksi pe|ne|rimaan dan pe|ngeluaran yang melalui bank/transfe|r dicatt 
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dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh be|ndahara desa 

untuk  me|ncatat pe|ne|rimaan uang  yang be|rasal dari pungutan pajak 

digunakan  dan me|ncatat pe|ngeluaran be|rupa  pee|nyetoran pajak ke kas 

Negara. Khusus untuk pe|ndapatan dan pembiayaan, te|rdapat buku pembantu 

be|rupa Buku Rincian pe|ndapatan dan Buku Rincian Pembiayaan (Siti Aisyah. 

2018). 

Adapun pe|natausahaan yang dapat dikukan dalam pe|ngelolan 

keuangan desa yairu : 

1) Pe|natausahaan dilakukan oleh Be|ndahara Desa  

2) Be|ndahara desa wajib melakukan pe|ncatatan setiap pe|ne|rimaan dan 

pe|ngeluaran se|rta melakukan tutup buku setiap akhir bulan  

3) Be|ndahara desa wajib mempe|rtanggujawabkan uang melalui laporan 

pe|rtangungjawaban. 

4)  Laporan pe|rtangungjawaban disampaikan setiap bulan kepada  Kepala 

Desa dan paling lambat 10 bulan be|rikutnya. 

5) Pe|natusahaan pe|ne|rimaan dan pe|rngeluaran, me|ngunakan buku kas 

umum, buku kas kembantu pajak dan buku bank. 

2.2.4. Pelaporan 

Me|nurut Marlin, Y., Syamsuri, H., & Yulianto, H. (2020) dalah suatu 

be|ntuk pembe|rian informasi melalui laporan te|rhadap setiap kegiatan yang 

dibiayai ADD,  be|ntuk pelaporan atas kegiatan APBDesa mepunyai 2 tahap 

yaitu  
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1) Laporan be|rkala yaitu laporan me|nge|nai pelaksanaan ADD yang di buat 

rutin setiap semeste|r atau 6 bulan desuai de|ngan tahapan pe|ncairan dan 

pe|rtanggungjawaban yang be|risi pe|ne|rimaan dan belanja ADD 

2) Laporan dibuat oleh Kepala Desa, Seke|rtaris Desa, dan Be|ndahara Desa 

Be|rdasarkan aturan pelaporan harus sesuai de|ngan Pe|raturan Bupati 

Tana Toraja No.2 te|ntang petunjuk teknis ADD dan Pe|rbub No 51 Tahun 

2015 te|ntang pe|ngelolan keuangan desa.  

2.2.5. Pertanggungjawaban 

Dalam melaksanakan tugas, wewe|nang, hak dan kewajibannya dalam 

pe|ngelolaan keuangan desa, kepala desa memilki kewajiban untuk 

me|nyampaikan dan membe|rikan laporan realisasi anggaran be|risi te|ntang 

pe|ndapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembuatan laporan realisasi dibuat 

be|rdasarkan pe|raturan desa. Pada pe|raturas desa teantang laporan 

pe|rtanggujawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus dilampiri format 

laporan pe|rtanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 

be|rke|nan, format laporan kekayaan milik desa pe|r 31 Desembe|r tahun 

anggaran be|rke|nan, dan format laporan progaram peme|rintah dan peme|rintah 

dae|rah yang masuk ke desa (Rorimpandey, Graciela K, 2022).  

Kepala desa me|nyampaikan  laporan pe|rtanggungjawaban realisasi  

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota  setiap  akhir tahun anggaran. 

Adapun pe|rtanggungjawaban ADD me|nurut Siti Aisyah (2018) yaitu : 
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1) Laporan petanggujawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagimna 

dimaksud pada ayat (1), te|rdiri dari pe|ndapatan, belanja, dan 

pembiayaan. 

2) Laporan pe|rtanggugjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan de|ngan pe|raturan desa.  

3) Pe|raturan desa te|nyang laporan pe|rtanggujawaban realisasi 

pelaksanaan  

APBDesa sebagimana dimaksud pada ayaat (3) dilampiri  : 

a) Format Laporan Pe|rtanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Tahun Anggaran be|rke|nan. 

b) Format Laporan kekayaan Milik Desa pe|r 31 Desembe|r Tahun 

Anggran be|rke|nan. 

c) Format Laporan Program Peme|rintah dan peme|rintah Dae|rah yang 

ke desa. 

4) Laporan pe|rtanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

me|rupakan bagian tidak te|rpisahkan dari laporan pe|nyele|nggaraan 

Peme|rintahan Desa. 

5) Laporan realiasasi dan pe|rtanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara te|rtulis dan 

de|ngan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

6) Laporan realisasi dan pe|rtanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau 

sebutan lain. 
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7) Laporan pe|rtanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, 

disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran 

be|rke|nan 

 

2.3. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Pe|nelitian Te|rdahulu 

No 
Nama 

Pe|neliti 

Judul 

pe|nelitian 

Metode 

Pe|nelitian 
Hasil Pe|nelitian 

1 Pinky 

Ayu 

Budiart 

& 

Endang 

Dwi 

Retnani 

(2021) 

Akuntabilitas 

dan 

Transparansi 

Peme|rintah 

Desa dalam 

Pe|ngelolaan 

Alokasi Dana 

Desa 

Leminggiri 

Kecamatan 

Mojosari 

Metode 

Kualitatif  

Peme|rintah desa Leminggiri 

sudah melaksanakan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi 

dimana dalam tahapan 

pe|re|ncanaan, pelaksanaan 

dilakukan secara partipatif 

se|rta laporan dan 

pe|rtanggungjawaban juga 

sesuai de|ngan Pe|rme|ndagri 

No 113 te|ntang pe|ngelolaan 

keuangan desa,se|rta 

pe|natausahaan dan 

pe|rtanggungjawaban sudah 

sesuai de|ngan Pe|rbup 

Mojoke|rto No 86 te|ntang 

Sistem dan Prosedur 

Pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa 

2 Nur  

Fahri 

Farid 

(2021) 

Akuntabilitas 

dan 

Transparansi 

Peme|rintah 

Desa dalam 

Pe|ngelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD) 

di Desa 

Panciro 

Kecamatan 

Baje|ng 

Kabupate|n 

Gowa 

Metode 

Deskriptif 

Kualitatif 

Pelaksanaan pe|ngunaan ADD 

di desa Panciro telah sesuai 

de|ngan Pe|rme|ndagri No. 20 

Tahun 2018 mulai dari 

Pe|natausahaan, Pelaporan, 

pe|rtanggungjawaban. 

3 Marlin, Tata Kelola Metode Pe|ngelolaan Alokasi Dana 
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Y., 

Syamsuri

, H., & 

Yulianto, 

H. 

(2020). 

Alokasi Dana 

Desa Stusi 

Kasus di Desa 

Mesakada 

Kecamatan 

Simbuang 

Kabupate|n 

Tana Toraja 

Kualitatif Desa di Desa Mesakada 

Kecamatan Simbuang 

Kabupate|n Tana Toraja sudah 

sesuai de|ngan Pe|raturan 

Pe|rundang-undangan yang 

be|rlaku yaitu Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 te|ntang 

Alokasi Dana Desa dan 

Pe|raturan Peme|rintah Nomor 

22 Tahun 2015 te|ntang 

Pe|ngelolaan  Dana Desa yang 

be|rsumbe|r dari APBN 

4  Jovanca 

Mamuaj,

Freddy 

Kawatu,

Anita 

Kambey 

(2021) 

Efektivitas 

Pe|ngelolaan 

Alokasi Dana 

Desa di Desa 

Sea Satu 

Kecamatan 

Pinele|ng 

kabupate|n 

Minahasa 

Metode 

Kualitatif 

Hasil pe|nelitian me|nunjukkan 

Efektivitas pe|ngelolaan 

alokasi dana desa dari tahun 

2016-2019 sudah be|rada 

dalam kategori efektif. Namun 

ada hambatan yang dialami 

dalam me|realisasi alokasi 

dana desa pada Desa Sea Satu 

adalah pemahaman 

masyarakat te|rhadap ADD.  

5 Siti 

Aisyah, 

(2018)  

Akuntabilitas, 

Transparansi, 

Sistem dan 

Prosedur 

Pe|ngelolaan 

Alokasi Dana 

Desa dalam 

Pembangunan 

Desa (Studi 

Kasus Desa 

Bagan Baru 

Kecamatan 

Tanjung 

Tiram 

Kabupate|n 

Batu Bara 

Tahun 2016 

dan 2017) 

Metode 

Kualitatif 

Akuntabilitas,transparansi, 

sistem dan prosedur 

pe|ngelolaan alokasi dana desa 

di desa Bagan Baru kecamatan 

Tanjung iram Kabupate|n Batu 

Bara untuk tahun 2016 dan 

2017 dapat dikatakan sudah 

cukup baik kare|na peme|rintah 

dalam me|ngelola alokasi dana 

desa sudah dilakukan secara 

transparan akuntabilitas se|rta 

sesuai de|ngan sistem dan 

prosedur. 

6 Ke|nny 

Larony, 

(2017) 

Pe|ne|rapan 

Sistem dan 

Prosedur 

Akuntansi 

Pe|ngelolaan 

Dana Desa di 

Metode 

Kualitatif 

Pe|ne|rapan sistem akuntansi 

untuk pe|ngelolaan dana desa 

di desa Tincep secara 

pe|ncatatan sudah sesuai 

de|ngan Pe|rme|ndagri No. 

113/2014 te|ntang pe|ngelolaan 
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Desa Tincep 

Kecamatan 

Sonde|r 

Kabupate|n 

Minahasa 

keuangan desa dan PMK No 

49/PMK.07/2016. 

7 Andi 

Sitti Sri 

Hutami 

(2017) 

Analisis 

Pe|ngelolaan  

Alokasi Dana 

Desa (ADD) 

di Desa 

Abbatire|ng 

Kecamatan 

Gilire|ng 

Kabupate|n 

Wajo 

Metode 

Kualitatif 

Pe|ngelolaan ADD yang 

dilakukan oleh peme|rintah 

Desa Abbatire|ng Kecamatan 

Gilire|ng Kabupate|n Wajo 

telah me|ngikuti aturan 

petunjuk teknis yang telah 

diatur dalam pe|rundang-

undangan, namun dalam 

prosesnya belum optimal.  

  

 Pe|nelitian  te|rdahulu me|rupakan sebuah kegiatan membandingkan 

pe|nelitian yang sedang diteliti pe|nulis de|ngan yang pe|nelitian yang telah 

dilakukan oleh pe|neliti te|rdahulu yang be|rtujuan untuk melihat pe|rsamaan dan 

pe|rbedaan yang te|rdapat dalam hasil pe|nelitian sebelumnya. Untuk itu dapat 

disimpulkan bahwa dari pe|nelitian te|rdahulu diatas de|ngan pe|nelitian ini te|rdapat 

pe|rsamaan maupun pe|rbedaan dari pe|nelitiannya. Pe|rsamaan dari pe|nelitian 

sebelumnya de|ngan pe|nelitian ini yaitu dari segi metode pe|nelitiannya dimana 

dari tujuh pe|nelitian te|rsebut me|nggunakan metode kualitatif yang sama de|ngan 

metode yang digunakan dalam pe|nelitian ini dan pe|rsamaan yang kedua yaitu 

hasil pe|nelitian dimana satu dari tujuh pe|nelitian sebelumnya memiliki hasil 

pe|nelitian yang sama de|ngan hasil pe|nelitian ini nantinya untuk me|ngetahui 

tingkat pemahaman masyarakat te|rhadap Alokasi Dana Desa dan me|ngetahui 

bagimana sistem dan prosedur pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa se|rta fokus 

pe|nelitian yang sama antara pe|nelitian sebelumnya de|ngan pe|nelitian ini yaitu 

te|ntang pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa apakah sudah melalui tahap pe|re|ncanaan, 

pelaksanaan, pe|nataushaan, pelaporan, dan pe|rtanggungjawaban secara 
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akuntabilitas dan transparansi sesuai de|ngan Undang-Undang dan Pe|rmedagri. 

Sedangkan pe|rbedaan antara pe|nelitian sebelumnya de|ngan pe|nelitian ini adalah 

dari segi objek pe|nelitiannya yang be|rbeda, salah satu contohnya dalam 

pe|neletian sebelumnya yaitu objek pe|nelitian yang dilakukan di Desa 

Puangbembe Mesakada Kecamatan Simbuang Kabupate|n Tana Toraja sedangkan 

dalam pe|nelitian ini objek pe|nelitian yaitu di Desa Bau Kecamatan Bittuang 

Kabupate|n Tana Toraja. 

2.4. Kerangka Konseptual 

Ke|rangka konseptual yang dipakai sebagai acuan agar pe|nelitian memiliki 

arah yang sesuai de|ngan tujuan pe|neliti : 

Gambar 3.2 Ke|rangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten 

TanaToraja 

Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 

Rumusan Masalah: 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bau 

Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja 

Kesimpulan 

Rekomendasi 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Desain Pe|nelitian  

Pada pe|nelitian ini, pe|nulis me|ngunakan desain pe|nelitian deskriptif 

kualitatif untuk membahas masalah dan fakta-fakta yang ada. Pe|nelitian ini 

diharapkan dapat membe|rikan gambaran pe|nyajian me|nge|nai sistem dan prosedur 

dalam pe|ngelolan Alokasi dana Desa di Lembang Bau.  

3.2.Tempat dan Waktu Pe|nelitian 

Tempat pe|nelitian dilakukan pada Kantor Lembang Bau kecamatan 

Bittuang Kabupate|n Tana Toraja. Pe|nulis memilih lokasi te|rsebut kare|na 

memiliki semua aspek pe|ndukung agar pe|nelitian dapat be|rjalan de|ngan baik. 

Adapun waktu pe|nelitian dipe|rkirakan kurang lebih 2 bulan. 

3.3.Fokus dan Deskripsi Fokus 

Fokus Pe|nelitian ini dibe|rfokus untuk membatasi studi kualitatif sekaligus 

membatasi pe|nelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak 

relevan. Pembatasan pada pe|nelitian kualitatif ini lebih be|rdasarkan pada tingkat 

kepe|ntingan dari masalah yang dihadapi dalam pe|nelitian ini. Pe|nelitian ini 

difokuskan pada “Analisis Sistem dan Prosedur Pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa 

di Lembang Bau Kecamatan Bittuang  Kabupate|n Tana Toraja. Pe|nelitian ini 

be|rusaha untuk me|ndeksripsikan bagaimana pe|ngelolaan sistem dan prosedur 

pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa  pada Lembang Bau Kecamatan Bittuang 

Kabupate|n Tana Toraja. 



29 
 

 
 

3.4.Informan Pe|nelitian 

Informan pe|nelitian ini yaitu bebe|rapa informan yang dapat dipe|rcaya dan 

akurat dalam membe|rikan informasi yang dibutuhkan, pemilihan informan yang 

dilakukan dalam pe|nelitian ini yaitu :  

1. Kepala Lembang Bau 

2. Seke|rtaris Lembang Bau 

3. Be|ndahara Lembang Bau / Kaur  Keuangan 

4. Kepala Dusun Riwang 

5. Ketua BPL 

6. Masyarakat 1 

 

3.5.Je|nis dan Sumbe|r Data 

3.5.1. Je|nis Data 

Je|nis data yang digunakan oleh pe|neliti dalam pe|nelitian ini adalah 

data prime|r de|ngan me|ngumpulkan data secara langsung ditempat pe|nelitian 

se|rta melalui  wawancardan dokume|ntasi untuk me|ndapat data dari responde|n 

yang ada di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupate|n Tana Toraja.  

3.5.2. Sumbe|r Data 

Sumbe|r data me|rupakan tempat pe|ngumpulan data-data yang diteliti. 

Sumbe|r data dalam pe|nelitian ini adalah: 

a) Data Prime|r yaitu sumbe|r data yang dipe|roleh secara langsung dari objek 

pe|nelitian melalui pembagian kuesione|r dan wawancara secara langsung., 

dokume|ntasi untuk mele|ngkapi data yang dikumpulkan.  
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b) Data Sekunde|r yaitu data yang tidak dipe|roleh secara tidak langsung, data 

sekunde|r dalam pe|nelitian adalah data yang dipe|roleh melalui jurnal,  

studi pustaka, dan buku-buku yang be|rkaitan de|ngan pe|nelitian. 

 

3.6.Teknik Pe|ngumpulan Data 

Untuk me|ngumpulkan data yang dibutuhkan dalam pe|nulisan ini metode 

yang digunakan adalah sebagai be|rikut: 

3.6.1 Wawancara (Inte|rview) 

Wawancara dilakukan de|ngan me|ngajukan pe|rtanyaan secara 

langsung de|ngan informan yang be|rkaitan de|ngan pe|nelitian untuk 

me|ndapatakan informasi yang lebih jelas me|nge|nai sistem dan prosedur 

pe|ngelolaan alokasi dana desa. 

3.5.2. Dokume|ntasi (Dokume|ntation) 

yaitu  cara yang dilakukan oleh pe|neliti untuk mempe|roleh data 

secara langsung, dokume|ntasi yang dimaksud adalah dokume|ntasi te|rtulis, 

gambar/foto yang be|risi kete|rangan atas hal-hal yang be|rkaitan de|ngan 

sistem dan prosedur pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).  

 

3.7.Teknik Analisis Data 

Analisis data pada pe|nelitiaan deskriptif kualitatif dimana pe|neliti me|ncari 

dan me|nyusun secara sistematis data yang dipe|roleh melalui hasil dari 

wawancara, dan dokume|ntasi. Metode ini digunakan untuk me|nganalisis 

ke|nyataan dan fakta yang ditemui dilapangan melalui 3 tahap yaitu konde|nsasi 

data, pe|nyajian data, pe|narikan kesimpulan. 
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3.8.Re|ncana Pe|ngujian Keabsahan Data 

Dalam pe|nelitian kualitatif dapat dipe|rtanggungjawabkan sebagai 

pe|nelitian ilmiah pe|rlu dilakukan uji keabsahaan data te|rlebih dahulu. Oleh 

kare|na itu uji keabsahaan data yang dapat dilaksankan yaitu :  

3.8.1 Credibility  

Uji credibility  (kredibilitas) me|rupakan pe|ngujian  ke|rpe|rcayaan te|rhadap 

data hasil pe|nelitian yang disajikan oleh pe|neliti sehingga hasil pe|nelitian tidak 

diragukan sebagai sebuah karya ilmiah 

a. Pe|rpanjangan pe|ngamantan  

De|ngan pe|rpanjangan waktu  be|rarti pe|neliti kembali ke lapangan untuk 

melakukan pe|ngamatan dan wawancara lagi me|nge|nai sumbe|r data yang 

ditemui maupu sumbe|r data yang lebih baru. 

b. Me|ningkatan kece|rmatan dalam pe|nelitian 

Me|nikngkatkan kece|rmatan atau ketekuanan secara be|rkelanjutan maka 

kepastian data dan urutan kronologi pe|ristiwa dapat dicatat atau direkam 

de|ngan baik dan sistematis. 

c. Triagulasi  

Trigulasi be|rarti pe|ngecekan atau membandingkan data kembali kepe|rcayaan 

suatu informasi data dari be|rbagai sumbe|r,teknik, dan be|rbagai waktu. 

 

3.9.Ope|rasionalisasi Konsep 

Adapun ope|rasional dalam pe|nelitian ini yaitu: 

1. Akuntansi sektor publik me|rupakan proses pe|ncatatan, pe|ngklarifikasian, 

pe|nganalisisan  dan pelaporan me|nge|nai transaksi  keuangan yang 
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dite|rapkan di lembaga peme|rintahan  sehingga me|nghasilkan sebuah 

informasi keuangan yang be|rguna untuk pe|ngambilan keputusan. 

2. Sistem me|rupakan  sekumpulan eleme|n-eleme|n fungsi yang saling 

be|rhubungan antara satu eleme|n de|ngan eleme|n lainnya dalam suatu 

kegiatan pada lingkungan ynag kompelks  untuk me|ncapai sautu tujuan 

te|rte|ntu.  

3. Prosedur me|rupakan se|rangkaian sitem atau langkah-langkah yang 

te|rsusun secara sistematis  dan saling be|rhubungan untuk dilakukan secara 

be|rulang-ulang oleh bebe|rapa orang dalam suatu departeme|n agar 

aktivitas dapat be|rjalan de|ngan baik dan dapat me|ncapai sutau tujuan yang 

ingin dicapai 

4. Pe|ngelolaan adalah suatu rangkaian  proses kegiatan yang be|rtujuan untuk 

me|nggali dan memanfaatankan segala pote|nsi yang dimiliki secara efektif 

dan efisie|n yang didalamnya melalui proses pe|re|ncanaan, 

pe|ngorganisasian, pelaksanaan, dan pe|ngawasan agar me|ncapai suatu 

tujuan 

5. Alokasi Dana Desa me|rupakan dana yang harus dialokasikan oleh 

Peme|rintah Kabupate|n untuk desa, yang be|rsumbe|r dari bagian dana 

pe|rimbangan keuangan pusat dan dae|rah yang dite|rima kabupate|n yang 

pe|nggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan ope|rsional dan 70%  

untuk belanja publik dan pembe|rdayaan masyarakat.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Pe|nelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Lembang Bau  

Lembang Bau adalah pemekaran dari Lembang Pali pada tahun 1997, 

sehingga pada tahun 1997 Lembang Bau ini didefe|nisikan me|njadi satu (1) 

Lembang yaitu Lembang Bau. Lembang Bau te|rletak disebelah Barat 

Kecamatan Bittuang. Pusat peme|rintahaan lembang te|rletak kurang lebih 14 

km dari kecamatan Bittuang.  

4.1.2. Visi Dan Misi 

Visi “Te|rwujudnya Masyarakat lembang Bau yang Adil, Maju, dan 

Be|rmartabat”. 

Misi 

a. Me|njalankan roda peme|rintahaan yang transparan dan te|rbuka. 

b. Me|ngoptimalkan pembangunan yang me|rata dari segala bidang. 

c. Membangun infrasruktur yang be|rskala priotitas dan me|ndesak. 

d. Me|ndorong dan memajukan ekonomi masyarakat Lembang Bau. 

e. Me|ngoptimalkan dan membe|rdayakan pote|nsi yang ada di Lembang 

Bau. 

f. Melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada di Lembang Bau. 

g. Membe|rikan pelayan prima bagi masyarakat Lembang Bau. 
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h. Membangun dan me|ndorong ke|rja sama antara lembaga-lembagayang 

ada di lembang baik inte|rnal maupun ekste|rnal. 

i. Meletarikan kawasan pelestarian te|rnak ke|rbau yang ada di Lembang 

Bau. 

j. Me|nindaklanjuti tapal batas Lembang Bau. 

4.1.3. Kondisi Umum Desa 

a. Geografis 

1) Letak dan Luas Wilayah 

Lembang Bau me|rupakan salah satu dari 15 lembang yang ada di 

Kecamatan Bituang Kabupaten Tana Toraja.  

Batas-batas wilayah Lembang Bau adalah sebagai be|rikut : 

Sebelah Utara : Be|rbatasan de|ngan Lembang Sasak dan 

  Lembang Paliorong (Kecamatan Masanda) 

Sebelah Selatan  : Be|rbatasan de|ngan Lembang Balepe’ 

Sebelah Timur : Be|rbatasan de|ngan Lembang Sandana 

Sebelah Barat  : Be|rbatasan de|ngan Lembang Rembo’-rembo’ 

2) Pembagian Wilayah Wilayah Lembang 

Lembang Bau dibagi mnjadi 5 (lima) wilayah Pemerintahan tingkat 

Dusun, masing-masing diperintah oleh Kepala Dusunyang 

bertanggungjawab kepada Kepala Lembang. Pembagian Wilayah 

Dusun di wilayah Pemerintahan Lembang Bau adalah sebagai 

berikut: 

• Dusun Riwang 

• Dusun Buttutikala 
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• Dusun Bungin 

• Dusun sarong 

• Dusun Tatuyo 

3) Iklim 

Kondisi iklim di Lembang Bau sepe|rti didae|rah lain di Indonesia 

mempunyai iklim tropis de|ngan 3 musim yaitu musim hujan, 

musim pancaroba, dan musim kemarau. Kondis alam dan posisinya 

yang be|rada diketinggian me|nyebabkan cuaca di Lembang Bau 

cukup dingin. 

b. Keadaan Pe|nduduk 

Jumlah Pe|nduduk  

Jumlah pe|nduduk Lembang Bau, 1.461 Jiwa. Sebaran pe|nduduk 

be|rada di 5 dusun yaitu : Riwang, Buttutikala, Bungin, Sarong, 

Tatuyo. Sebagimana dalam tabel 4.1 

Tabel 4.1 Jumlah Pe|nduduk 

  

Je|nis Jumlah Orang 

Laki-laki 742 

Pe|rempuan 719 

Total 1461 

c. Keadaan Pe|rekonomian 

Pe|rekonomian me|rupakan salah satu tolak ukur maju dan tidaknya 

sebuah lembang , begitu juga de|ngan Lembang Bau, keadaan 

pe|rekonomian di Lembang Bau tidak te|rlalu buruk,  kare|na sumbe|r 

utama dalam peme|nuhan kebutuhan pokoknya di pe|roleh dari hasil 

pe|rtanian  dan pe|rkebunan khususnya me|ngelolaa lahan pe|rsawahan 
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dan be|rkebun kakao dan kopi  dan juga bete|rnak yang didukung oleh 

lahan yang masih banyak te|rsedia. Hanya sebagian kecil masyarakat 

Lembang Bau yang be|rprofesi sebagai pedagang dan Pegawai Nege|ri 

Sipil (PNS).  Didukung oleh sumbe|r daya alam yang luas dan masih 

te|rsedia lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pe|rtanian, masyarakat 

Lembang Bau te|rus memfokuskan pe|ngembangan sektor pe|rtanian 

sebagai mata pe|ncarian utama. Be|rikut data je|nis mata pe|ncarian 

pe|nduduk Lembang Bau dalam tabel be|rikut. 

Tabel 4.2 Je|nis Peke|rjaan 

Petani TNI/Polri PNS Buruh Pabrik Swasta 

546  1 12  -  - 

 

d. Keadaan Agama 

Ditinjau dari segi agama dan kepe|rcayaan masyarakat Lembang Bau 

mayoritas be|ragama Kriste|n, de|ngan rincian data sebagai be|rikut: 

Tabel 4.3 Keadaan Agama 

Islam  Kriste|n Katolik Hindu  Budha 

34 1427  -  - -  

e. Keadan Pe|ndidikan 

Keadaan pe|ndidikan be|rpe|ngaruh pada kualitas sumbe|r daya manusia, 

untuk kemajuan bangsa, sebab maju mundurnya suatu bangsa dapat 

diukur dari segi mutu pe|ndidikan bangsa itu se|ndiri te|rutama ge|ne|rasi 

muda, oleh kare|na itu peme|rintah selalu be|rusaha untuk me|ningkatkan 

mutu pe|ndidikan. Dibawah ini adalah tabel yang me|nunjukan tingkat 

rata-rata pe|ndidikan masyarakt Lembang Bau Kecamatan Bittuang 

Kabupate|n Tana Toraja. 
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Tabel 4.4 Tingkat Pe|ndidikan 

Tidak Sekolah  Tidak Tamat SD SD SMP SMA Sarjana 

194 127 452 178 197 41 

 

4.1.4. Struktur Organisasi Peme|rintahan Lembang Bau 

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa didalam 

desa te|rdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki pe|ranan dalam 

tata kelola desa, yaitu: Peme|rintah Desa, Badan Pe|rmusyarawatan Desa dan 

Lembaga Kemasyarakatan.  Dalam undang-undang te|rsebut disebutkan bahwa 

pe|nyele|nggaraan urusan peme|rintahan di tingkat Desa (Peme|rintahan Desa) 

dilaksankaan oleh Peme|rintah  Desa dan Badan Pe|rmusyarawatan Desa. 

Peme|rintah Desa ini dijalankan untuk me|ngatur dan me|ngurus kepe|ntingan 

masyarakat setempat be|rdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem peme|rintahan di nege|ri ini. Peme|rintah 

desa atau disebut de|ngan nama lain adalah kepala desa dan pe|rangkat desa 

sebagai unsur peyele|nggara peme|rintahan desa. Kepala Desa mempunyai 

tugas me|nyele|nggarakan urusan peme|rintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. 

Badan pe|rmusyarawatan lembang adalah lembaga yang me|rupakan 

pe|rwujudan demokrasi dalam pe|nyele|nggaraan peme|rintahan lembang 

sebagai unsur peyele|nggara peme|rintah lembang. Badan Pe|rmusyarawatan 

Lembang be|rfungsi me|netapkan pe|raturan Lembang be|rsama Kepala 

Lembang, me|nampung dan me|nyalurkan aspirasi masyarakat. BPL 

be|rkedudukan sebagai unsur peyele|nggara pemerintah lembang . Anggota 

BPL adalah wakil dari pe|nduduk desa be|rsangkutan be|rdasarkan  
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kete|rwakilan wilayah yang ditetapkan de|ngan cara musyawarah dan mufakat. 

Anggota BPL te|rdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan 

profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPL 

be|rfungsi me|netapkan pe|raturan lembang be|rsama Kepala Lembang, 

me|nampung dan me|nyalurkan aspirasi masyarakat. 

Gambar 4.1 Struktur Peme|rintahan 

Lembang Bau 
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4.2. Dekskripsi Data Pe|nelitian 

Pada pelaksanaan penelitian ini data yang dipe|roleh de|ngan melakukan 

wawancara langsung kepada informan. Pada pelaksanaan  pe|nelitian ini, proses 

wawancara secara langsung dilaksanakan pada hari dan tempat yang be|rbeda dari 

subjek yang telah dite|ntukan. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 15 Mei 2023, 

dalam pelaksanaan pe|nelitian ini, pe|neliti me|ngambil 6 informan yaitu yang 

te|rdiri dari Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, Bendahara Lembang, Badan 

Pe|rmusyarawatab Lembang (BPL), Kepala Dususn Riwang, dan salah satu 

masyarakat.  

Proses wawancara yang dilakukan be|rdasarkan kesepakatan be|rsama 

antara pe|neliti dan informan yang dimana proses wawancaranya be|rbeda-beda 

tiap informan. Proses wawancara dilakukan  paling lama 20 me|nit pada setiap 

informan. Pada pe|nelitian ini pe|neliti me|nggunakan metode analisis kualitatif, 

sehingga pe|neliti membe|rikan pe|rtanyaan kepada informan yang be|rfokus pada 

sistem dan prosedur pe|ngelolaan alokasi dana desa di Lembang Bau Kecamatan 

Bittuang Kabupate|n Tana Toraja 

4.3. Hasil Wawancara 

4.3.1.Sistem Pe|ngelolaan Alokasi Desa 

Dalam pe|ngelolan Alokasi Dana Desa pe|rlu ada sitem yang digunakan 

untuk mewujudkan tata kelola peme|rintahan yang baik. Pe|ngelolaan ADD 

sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan desa, maka pe|rlu untuk 

mnggunakan suatu sistem untuk membantu peme|rintah lembang dalam me|ngelola 

keuangan. Keme|nte|rian Me|ngeluarkan Pe|rme|ndagri Nomor 20 Tahun 2018 
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te|ntang pe|ngelolaan Keuangan Desa me|nge|nai Aplikasi Siskeudes. Apalikasi 

Siskeudes ditujukan kepada peme|rintah desa agar dapat memudahkan dalam 

pe|ngelolaan Keuangan desa mula dari tahap  pe|re|ncanaan sampai pada tahap 

pe|rtanggungjawaban. Pe|nggunaan aplikasi Siskeudes di lembang Bau dibe|narkan 

melalu hasil wawancara de|ngan Bapak Y. P. Palulluangan selaku Kepala 

Lembang: 

“Untuk aplikasi pe|ngelolaan keuangan lembang termasuk ADD  kami 

peme|rintah lembang me|nggunakan Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes)” 

Dari pe|njelasan diatas bahwa dalam Pe|ngelolaan ADD peme|rintah 

lembang Bau telah me|nggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  dalam 

pe|nggunaan sistem te|rsebut sangat membantu peme|rintah lembang sehingga 

dalam pe|ne|rapannya sudah digunakan secara efektif, hal ini dibuktikan 

be|rdasarkan hasil wawancara de|ngan Ibu Lidianti Lolok selaku Be|ndahara 

Lembang: 

“Ya sangat efektif dan membantu peme|rintah lembang te|rlebih saya 

selaku be|ndahara lembang dalam me|ngelola keuangan lembang 

sehingga mulai dari pe|re|ncanaan hingga pe|rtanggungjawaban be|rjalan 

de|ngan baik” 

Sesuai de|ngan pe|njelasan diatas bahwa pe|ne|rapan sistem te|rsebut sangat 

be|rmanfaat bagi peme|rintah lembang te|rlebih Be|ndahara dalam me|ngelola setiap 

transaksi keuangan sehinga mulai dari tahap pe|re|ncanaan sampai 

pe|rtanggungjawaban proses dan rinciaan transaksi te|rsusun secara rinci. Dalam 

pe|nggunaan sistem te|rsebut tidak semua aparat lembang dapat me|ngaplikasikan 

sistem te|rsebut namun dalam pe|ne|rapan sistem te|rsebut hanya ada bebe|rapa 

aparat lembang yang boleh me|ngaplikasikan sistem te|rsebut, hal ini dapat 
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dibuktikan melalui hasil wawancara de|ngan Bapak Y.P. Palulluangan selaku 

Kepala Lembang: 

“Untuk sistem te|rsebut nak dapat diaplikasikan oleh kepala Lembang, 

Seke|rtaris Lembang dan Be|ndahara Lembang” 

Dalam penerpan sistem tersebut maka perlu adanya pelatihan yang 

dilakukan agar dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dilakukan secara 

maksimal dan sesuai dengan juknis. Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara 

dengan Bapak Y.P.Palulungan selaku Kepala Lembang: 

“Untuk pelatihan tentunnya pasti ada, karena adanya pelatihan yang 

berkesinambungan termasuk pelatihan untuk Kepala Lembang dan 

Bendahar Lembang itu ada di adakan setiap tahun oleh Pemerintah 

Kabupaten” 

Be|rdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Peme|rintah Lembang dalam 

me|ngelola keuangan desa te|rmasuk Alokasi Dana Desa telah me|ne|rapkan Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes) sesuai de|ngan Pe|rme|ndagri No 20 tahun 2018 

te|ntang Keuangan Desa. Dalam sistem tersebut pemerintah lembang telah 

mengikuti pelatihan yang  diadakan oleh pihak Kabupaten sehinggga penggunaan 

sistem te|rsebut sudah efektif dan sangat  membantu peme|rintah lembang Bau 

khusunya Be|ndahara Lembang dalam pe|ngelolaan anggaran sehingga dapat 

te|rsusun secara rinci sehingga mempe|rmudah dalam me|nyelesaikan laporan 

keuangan. 

4.3.2.Prosedur Pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa 

Alokasi Dana Desa yang dite|rima Lembang Bau pada tahun 2022 sebesar 

Rp. 505.348.669,94 yang kemudian digunakan untuk biaya pe|nyele|nggaraan 

peme|rintahan desa dan untuk biaya pembe|rdayaan masyarakat. Adapun anggaran 
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dan realisasi Alokasi Dana Desa Lembang Bau untuk tahun 2022 dapat di lihat 

pada lampiran.  

Sesuai de|ngan PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 pasal 31,43, 63,68 

dan 70 bahwa pengelolaan alokasi dana desa memiliki 5 tahap pe|ngelolaan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, 

begitu pun di Lembang Bau pengelolaan  ADD dimulai dari tahap Pe|re|ncanaan , 

Pelaksanaan, Pe|natausahaan, Pelaporan, Pe|rtanggungjawaban yang akan 

dijelaskan berdasarkan hasil wawancara berikut. 

a. Pe|re|ncanaan  

Alokasi Dana Desa adalah salah satu pe|ndapatan desa yang 

pe|ngunaannya  te|rintegrasi de|ngan Anggaran Pe|ndapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) oleh kare|na itu progaram pe|re|ncanaan dan kegiatanya disusun 

melalui Musyawarah Pe|re|ncanaan Desa (Musre|nbangdes). Dalam 

musyawarah te|rsebut membahas te|ntang usulan-usulan pe|re|ncanaan atau 

program yang akan dilaksanakan dalam suatu Lembang. Dalam pe|re|ncana 

me|ngharuskan kete|rlibatan masyarakat dalam me|nyampaikan aspirasi dan 

pe|ngambilan keputusan se|rta me|ne|ntukan program yang akan dilaksanakan 

khususnya yang be|ralokasi di lembang yang be|rsangkutan sehingga be|nar-

be|nar dapat me|respon kebutuahan / aspirasi yang be|rkembang. Hal te|rsebut 

sesuai de|ngan hasil wawancara yang telah dilakukan de|ngan Bapak Y.P. 

Palulluangan selaku Kepala Lembang Bau: 

“Dalam pe|re|ncanaan ini kita mulai dari musyawarah atau rapat pe|rdusun, 

baru kita akan me|ngadakan musyawarah tingkat lembang yang dihadiri oleh 

Aparat Lembanf dan tokoh-tokoh masyarakat  dimana dalam musyawar 

te|rsebut kita me|ramu dalam suatu daftar usulan seme|ntara setelah itu kita 
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masuk kedalam pe|netapan progaram ke|rja yang akan dilaksanakan dalam 

tahun be|rjalan” 

Be|rdasarkan pe|njelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam tahapan 

pe|re|ncanaan dimulai dari rapat setiap dusun untuk me|ne|ntukan program yang 

akan di samapaikan dalam musyawarah lembang, kemudian Kepala Lembang 

me|ngadakan Musyawarah Lembang yang dihadari oleh aparat Lembang Bau 

dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas me|nge|nai re|ncana pe|nggunaan 

ADD. Kegiatan pe|re|ncanaan te|rsebut baik mulai dari rapat pe|rdusun maupun 

musyawarah lembang dilakukan de|ngan selalu melibatkan masyarakat dan 

peme|rintah desa.  Be|rikut pe|rnyataan Bapak P. Pasang selaku Kepala Dusun 

Riwang: 

“Yatuh dikuan dioh tahap pe|re|ncanaan nak memang tongan tuh 

masyarakat dilibatkan, yang me|ndadih contoh kumua taepa nah 

diadakan tuh musyawarah Lembang kami tu setiap dusun madakan tuh 

disangah musyawarah dususn (Musdus) yah tuh attuh dihadiri oleh 

warga jomai mesa-mesa RT. Yatuh lan Musdus warga uu sampaikan mi 

tuh aspirasi masyarakat atau pe|ndapat nah lah me|njadi keputusan tuh 

ladih musyawarahkan ke attu diadakan mo tuh disangah Musyawarah 

Lembang,  anna ke makka mo diadakan Musdus diadakan mo toh 

Survei dan te|rakhir ummadakan  disangah Musyawarah Lembang” 

(Pada tahap pe|re|ncanaan nak, memang btul masyarakat dilibatkan yang 

me|njadi contoh yaitu sebelum diadakan musyawarah lembang kami 

setiap dusun me|ngadakan te|rlebih dahulu musyawarah dusun (Musdus) 

yang dimana pada saat itu dihadiri oleh masyarakat dari bebe|rapa RT.  

Dalam kegiatan Musdus te|rsebut setiap warga me|nyampaikan pe|ndapat 

me|reka yang nantinya akan diambil sebagai keputusan dan akan 

disampaikan pada saat kegiatan musyawarah lembang dilaksanakan. 

Setelah kegiatan musdus kemudian melakukan survei dan Musyawarah 

lembang. 

Kete|rlibatan masyarakat juga dibe|narkan melalui hasil wawancara 

de|ngan Bapak Buttu Tasik selaku BPL: 

“Yatuh dikuan ketelibatan masyarakat meloh sabah unsampaikan tuh 

pe|ndapat na tuh lah bisa umbangun  lembang Bau” (Kete|rlibatan 

masyarakat sangat bagus kare|na me|reka me|nyampaikan pe|ndapat yang 

me|nurut masyarakat dapat membangun lembang) 
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Dari pe|njelasan diatas bahwa dalam kegiatan pe|re|ncanaan te|rsebut 

Peme|rintah Lembang selaku me|ngajak semua aparat lembang, tokoh-tokoh 

masyarakat, pe|rwakilah dari setiap keorganisasian maupun kelembagaan 

masyarakat Lembang Bau untuk ikut te|rlibat dalam pe|re|ncanan pembagunan, 

dari kegiatan rapat dusun dan musyawarah lembang masyarakat be|rharap 

bahwa apa yang telah me|reka sampaikan dapat te|realisasi dalam be|ntuk 

pembangunan. 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanakan kegiatan yang be|rsumbe|r dari Alokasi Dana Desa di 

Lembang Bau sepe|nuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana 

Lembang(TPL). Dalam proses pelaksanaan pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa 

yang pe|rtama dilakukan adalah membuat RPJM dan membuat RKPL. Hal 

ini dibe|narkan dalam wawancara yang dilakukan de|ngan Bapak Y.P. 

Palulluangan selaku Kepala  Lembang: 

“Untuk pelaksanaannya Peme|rintah Lembang membuat membuat tim 

pelaksana pe|ngelolaan Alokasi Desa dan membuat  RPJM kemudian 

membuat RKPL yang akan dipedomani untuk membuat APBL”  

  

Dari pe|njelasan diatas bahwa dalam pelaksanaan ADD sepe|nuhnya 

dilaksanakan oleh tim ke|rja, untuk me|ndukung kebe|rhasilan pelaksanaan 

pengelolaan ADD maka pe|rluh adanya sikap transparansi dalam 

me|nyampaikan informasi yang  jelas kepada publik atau masyarakat. Hal ini 

dilakukan untuk me|ne|rapkan prinsip  transparansi dalam pembangunan 

Lembang agar memungkinkan masyarakat untuk me|ngetahui program ADD 

sehingga bisa membe|rikan kritik dan saran kepada tim pelaksana desa untuk 
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pe|ngelolaan ADD yang lebik baik. Dari sikap transparansi dapat dibuktikan 

melalui hasil wawancara de|ngan Bapak Amos Raya salah satu masyarakat 

Lembang Bau: 

Ya tongan nak, kami tuh masyarakat sunggung dilibatkan dalam hal 

te|rsebut ( Iya betul nak, kami selaku masyarakat dilibatkan dalam 

kegiatan te|rsebut) 

Dari hasil wawancara te|rsebut bahwa dalam pelaksanaan evaluasi 

dana desa peme|rintah lembang me|ne|rapkan sikap transparansi de|ngan 

melibatkan masyarakat secara dalam kegiatan  pelaksanaan. Dari kegiatan 

pelaksanaan pe|rlu adanya sikap tranpasransi me|nge|nai jumlah alokasi dana 

desa yang dikelola oleh tim pelaksana.  

Dari te|rbe|ntuknya tim ke|rja dan kete|rlibatan masyarakat se|rta adanya 

sikap tebuka peme|rintah dalam pelaksanaan pe|ngelolaan ADD dapat 

me|njamin bahwa peme|rintah telah melaksanakan pe|ngelolaan alokasi dana 

desa sehingga dapat te|realisasi de|ngan baik dan dapat dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat. Hain ini dibe|narkan dari hasil wawancara de |ngan Bapak 

Y.P.Palullungan selaku Kepala Lemabang : 

“Ya te|ntu telah te|realisasi  kare|na kare|na kalau kita masuk pada 

pe|rtanggungjawaban adapun yang tidak te|rrealisasi akan singkron 

de|ngan tahun be|rikutnya, jadi untuk tahun 2022 yang lalu kegiatan-

kegiatanya yang di programkan syukur sudah te|realisasi de|ngan baik”. 

Hal te|rsebut juga dibe|narkan oleh Bapak Amos Raya salah satu 

masyarakat Lembang Bau: 

“Yatuh Be|ntuk pembagunan dari realisasi ADD lan teh lembang ki 

syukuri mo apa kirasakan kami selaku masyarakat tuh dioh nah lalan 

solah jembatan th makka na bangun to’mapare|nta sah dioh be|rupa bibit 

pe|rtanian dan alat domppe|ng”.(Be|ntuk pembagunan dari realisasi  yang 

ada di lembang kami selaku masyarakat me|nsyukuri hal te|rsebut 
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kare|na kami me|rasakan betul manfaat pembangunan baik dari jalan dan 

jembatan maupun dari segi pe|rtanian yaitu bibit dan alat dompe|ng). 

Dari pe|njelasan diatas bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

Lembang Bau dilakukan seacara akuntabilitas dan transparansi kepada 

masyarakat  se|rta melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegaiatan 

pelaksanaan ADD sehingga dalam pelaksanaan te|rsebut dapat te|realisasi 

sesuai yang telah dianggarakan dan dapat dirasakan seacara langsung 

manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga pelaksanaannya sudah sesuai dengan 

dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, hal ini dibuktikan dari hasi 

wawancara dengan Bapak Y.P.Palullungan selaku Kepala Lembang :  

Ya. Sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa 

penggunaan Alokasi Dana Desa yang di terima pihak Pemerintah 

Lembang 30% dari ADD untuk biaya operosional  pemerintah 

Lembang  dan 70% digunakan untuk biaya penyelenggaraan 

pemerintahan lembang, pembangunan lembang, pemberdayaan 

masyarakat lembang,  dan pembinaan masyarakat dengan tahapan 

mulai dari perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan 

alokasi dana desa di Lembang Bau sudah sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku bahwa pembagian alokasi dana desa itu ada 2 yaitu 30% untuk biaya 

oprasional pemerintah dan 70% untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas bahwa dapat disimpulkan 

dalam pelaksanaan pengelolaaan alokadi dana desa di Lembang Bau sudah 

dilakukan secara akuntabilitas dan transparan kepada masyarakat  sehingga 

dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sesuai yang dianggarkan dan sesuai 

dngan undan-undang bahwa 30% untuk biaya oprasional pmerintah dan 70% 

untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan 
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c. Pe|natausahaan 

Sesuai Pe|raturan Bupati Tana Toraja No. 51 te|ntang pe|natausahaan 

APBD desa me|nyatakan bahwa Be|ndahara lembang melakukan te|rhadap 

seluruh pe|ne|rimaan, pe|nyimpanan, pembayaran, dan melakukan tutup buku 

setiap bulan dilaksanakan de|ngan te|rtib. Dimana hal ini sesuai de|ngan hasil 

wawancara yang telah dilakukan de|ngan ibu Lidianti Lolok selaku 

Be|ndahara Lembang: 

“Untuk Pe|natusahaan ADD di Lembang Bau  ini saya selaku 

be|ndehara lembang melakukan pe|natausahaan pe|ne|rimaan, 

pe|ngeluaran dan pe|rtanggungjawaban” 

Uraian pe|njelasan te|rsebut me|nyatakan bahwa dalam pe|natausahaan 

keuangan alokasi dana desa, be|ndahara lembang melakukan seluruh 

pe|ncatatan pe|ne|rimaan dan pe|ngeluaran seluruhnya dalam kwitansi, dalam hal 

ini proses pe|natausahaan dikatakan cukup baik, walaupun be|ndahara masih di 

bantu oleh Kepala lembang. Namun hal ini tidak semuanya be|rjalan de|ngan 

apa yang diharapakan kare|na dibalik kemampuan dalam pe|natausahaan 

keuangan  masih ada hambatan yang dilalui sepe|rti dari hasil wawancara 

de|ngan  Ibu Lidianti Lolok selaku Be|ndahara Lembang : 

“Te|ntunya dilapangan ada hambatan dan tantangan yaitu yang dialami  

dalam pe|ngadminitrasian” 

Dalam pe|natausahaan te|rsebut dapat diketahui bahwa adanya ke|ndala 

yang se|ring te|rjadi yang khususnya dalam pegadminitrasian yang dilakukan 

Be|ndahara. Dalam pe|natausahaan begitu besar jumlah Alokasi Dana Desa yang 

masuk di Lembang Bau sepe|rti yang te|rtuang didalam APBDes. Hal te|rsebut 

dibe|narkan oleh Bapak Y.P. Palullungan selaku Kepala Leembang : 
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“Untuk anggaranya itu se|ndiri yang masuk di Lembang itu sebesar Rp 

505.348.669,94;” 

Hal te|rsebut juga Dibe|narkan oleh Ibu Lidianti Lolok bahwa selaku 

Be|ndahara Lembang : 

“Ya ada, dari jumlah anggaran ADD yang sebanyak Rp 

505.348.669,94;  te|rdapat biaya yang tak te|rduga yaitu biaya 

peanggulangan be|ncana dan darurat” 

Dari pe|njelasan diatas bahwa pe|nataausahaan yang dilakukan 

be|ndahara me|nge|nai jumlah pe|ne|rimaan  dana dari Alokasi dana Desa 

sebesar  Rp. 505.348.669,94;  dimana dari total jumlah dana te|rsebut 

te|rnyata te|rdapat biaya tak te|rduga yang untuk pe|nanggulangan be|ncana dan 

Darurat. Dari banyaknya jumlah anggaran Alokasi Dana Desa dalam 

pe|ngelolaannya dana te|rsebut te|rnyata ada dana sisa. Pe|rnyataan ini 

dibe|narkan dari hasil wawancara de|ngan Ibu Lidianti Lolok :  

“Ya te|ntunya ada, apalagi pada biaya tak te|rduga” 

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Y.P Palullungan selaku Kepala  

Lembang : 

“Untuk dan itu sendiri akan diakui sebagai Silpa khusus lembang” 

Dari pernyataan Beendahara dan Sekrtaris Lembang diatas, bahwa dari 

anggaran tersebut ada biaya yang lebih khusunya pada biaya yang tak terduga, 

dari kelebihan anggaran tersebut akan di akui sebagai Silpa khusus Lembang, 

hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Y.P.Paluluangan selaku Kepala Lembang : 

“Untuk biaya sisa tersebut tentunya menjadi dikembalikan ke 

pemerintah lembang dan dianggap menjadi Silpa khusus lembang dan 

akan masuk ke rekening lembang dan akan masuk sebagai tambahan 

anggaran tahun berjalan” 



49 
 

 
 

Dari penjelasan tersebut bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Lembang Bau terdapat dana sisa dari biaya tak terduga, dana 

tersebut akan dikembalikan kerekening lembang dan akan diakui sebagai 

Silpa Khusus lembang yang akan singkron dengan tahun be|rikutnya  

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Lembang penatausaan 

penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban. Meskipun 

penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara dibantu oleh Kepala 

Lembang tidak menjamin bahwa semuanya berjalan dengan baik namun 

masih adanya hambatan dan tantangan yang dialamai te|rlebih dalam 

pengadminitrasian.  Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap 

penatausahaan yang telah dilakukan Bendahara ternyata ada dana sisa 

sehinga dari dana sisa te|rsebut akan dikembalikan kerekening lembang 

untuk diakui sebagai Silpa khusus yang akan sinkron dengan tahun 

berikutnya.  

d. Pelaporan  

Pelaporan ADD adalah be|ntuk pembe|rikan informasi melalui laporan 

setiap kegiatan yang di biayai oleh ADD. Be|ntuk pelaporkan kegiatan 

APBDesa ada dua tahap pelaporan. Pe|rtama, laporan be|rkala yaitu laporan 

me|nge|nai pelaksanaan ADD yang dibuat rutin setiap semeste|r atau 6 bulan 

sesuai de|ngan tahapan pe|ncariran dan pe|rtanggungjawaban yang be|risi 

pe|ne|rimaan dan belanja ADD. Kedua laporan dibuat oleh Kepala Lembang, 

Sekretaris Lembang, dan Be|ndahara Lembang. 
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Sesuai de|ngan Pe|rme|ndagri Nomor 20 Tahun 2018 pelaporan ADD 

telah dibuktikan de|ngan pe|rtanggungjawaban Laporan Realisasi  APBDes 

2022 Lembang Bau  kepada peme|rintah tingkat di atasnya dilakukan secara 

pe|riodik. Hal te|rsebut te|rsebut dibe|narkan be|rdasarkan hasil wawancara 

de|ngan Bapak Lidianti Lolok selaku Be|ndahara Lembang Bau: 

“Saya selaku be|ndahara lembang membuat realisasi pelaporan yang di 

buat di Sikudes tiap bulan saya melakukan pelaporan kepada Kepala 

Lembang  kemudian saya se|rahkan ke Kepala Lembang untu 

pe|rtanggungjawaban kepada Kecamatan dan kabupate|n” 

Dari pe|njelasan ini atas bahwa pada tahap pelaporan Be|ndahara 

Lembang melakukan pelaporan te|rlebih dahulu kepada Kepala Lembang dan 

Kepala Lembang melaporkan kepada tingkat Kecamatan dan Kabupate|n.  hal 

ini dibe|narkan dari hasil wawancara de|ngan Bapak Y.P. Palulluangan selaku 

Kepala Lembang : 

“Ya selaku kepala lembang dalam pelaporan pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa tahun 2022 saya me|nyampaikan laporan kepada tingkat Lembang, 

Kecamatan, dan kepada Peme|rintah Kabupate|n sesuai de|ngan aturan 

peme|rintah” 

Be|rdasarkan pe|njelasan diatas bahwa pelaporan yang dilakukan 

Peme|rintah Lembang telah sesuai de|ngan pe|raturan yang ada sudah cukup 

baik.dalam pelaporan yang dilakukan oleh Peme|rintah Lembang dalam 

be|ntuk Adminitrasi dan Dokume|ntasi, hal ini dibe|narkan oleh Ibu Enchi 

Hape|rnas selaku Sekretaris Lembang : 

“Pelaporan pe|rtanggungjwaban yang kita laporkan itu  dalam be|ntuk 

adminitrasi dan dokume|ntasi” 

Hasil wawancara te|rsebut me|nyebutkan bahwa pelaporan yang 

dilakukan oleh Peme|rintah Lembang secara Adminitrasi dan Dokeme|ntasi  
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se|rta dalam pelaporan  te|rsebut pihak pemrintah lembang dibantu oleh pihak 

dari kecamatan sehingga dalam pelaporan te|rsebut boleh be|rjalan dan boleh 

selesai tepat waktu. Hal ini dibe|narkan oleh Bapak Y.P. Palulluangan selaku 

Kepala Lembang 

“Untuk kesulitannya puji Tuhan tidak ada kare|na kita di bantu oleh 

pihak kecamatan” 

Dari semua pe|njelasan diatas dapat disimpulakan sudah me|ne|rapkan 

prosedur pelaporan pe|rtanggungjawaban yang dilakukan baik pelaporan 

Be|ndahara Lembang kepada kepala Lembang maupun Kepala Lembang 

kepada Pihak Kecamatan dan Kabupate|n dan telah me|ne|rapakan  prinsip 

transparansi, telah sesuai de|ngan indikator akuntabilitas pelaporan 

be|rdasarkan Pe|rme|ndagri No 20 tahun 2018 yaitu (1) Kepala Desa 

me|nyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semeste|r pe|rtama kepada 

Bupati/ Walikota melalui Camat (2) Laporan realisasi semeste|r pe|rtama 

be|rupa laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegaitan disampaikan 

paling lambat akhir bulan juli tahun 56 be|rjalan (3) kepala desa me|nyusun 

laporan de|ngan cara me|nggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu 

kedua bulan juli tahun be|rjalan  

e. Pe|rtanggungjawaban  

Be|rdasarkan Pe|rme|ndagri No 20 Tahun 2018 me|nyatakan bahwa 

dalam tahap pe|rtanggungjawaban kepala desa me|nyampaikan laporan 

pe|rtanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota 

melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang kemudian ditetapkan de|ngan 
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Pe|raturan Desa. Hasil  wawancara de|ngan Bapak Y.P. Palulluangan selaku 

Kepala Lembang: 

“Untuk pe|rtanggungjawaban kita sampaikan semua laporan 

pe|rtanggunjawaban sesuai de|ngan kete|ntuan dari peme|rintah. 

Dimana peme|rintah lembang me|nyampaikan kepada peme|rintah 

Dae|rah/Kabupatn  dan  kami juga melakukan pe|rtanggungjawaban 

kepada masyarakat” 

Dari pe|njelasaan diatas pe|rtanggungjawaban di Lembang Bau telah 

sesuai de|ngan kete|ntuan dari peme|rintah, sehinga boleh dikatakan bahwa 

untuk pelaporan pe|rtanggungjawaban sudah dilakukan secara struktural. Hal 

ini juga dibe|narkan oleh Ibu Enchi Hape|rnas Sanda: 

“Iya kami selaku aparat telah melalui jalur struktural sehingga 

semuanya boleh be|rjalan de|ngan lacar baik itu mulaidari tingkat 

lembang hingga pe|rtanggungjawaban kepada Bupati” 

Pelaporan pe|rtanggungjawaban peme|rintah lembang be|rdasarkan 

pe|njelasan diatas bahwa telah melalui jalur struktural , untuk itu pe|rlu adanya 

sikap akuntabilitas dan transparansi peme|rintah Lembang kepada masyarakat 

agar masyarakat me|ngetahui secara rinci anggaran pe|ngelolaan alokasi dana 

desa apakah sesuai de|ngan yang direalisasikan de|ngan apa yang ada 

dilapangan. Dalam be|ntuk sikap akuntabilitas dan  transparansi Peme|rintah 

Lembang dapat dibuktikan melalui hasi wawancara de|ngan Bapak Y.P. 

Palullungan selaku Kepala Lembang Bau: 

“Untuk be|ntuk dari transparansi dan akuntabilitas kami sebagai 

peme|rintah lembang dalam pe|rtanggungjawaban kami telah 

mempublikasikan secara transparansi me|nge|nai anggaran dan program 

kegiatan dalam pe|nggunaan ADD dalam be|nruk spanduk di kantor 

Lembang” 
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Dari pe|njelasan diatas bahwa dalam pe|nyampaian 

pe|rtanggungjwaban peme|rintah lembang telah me|ne|rapkan sikap 

akuntablitas dan transaparansi melalui pemasangan papan informasi atau 

spanduk sehingga masyarakat dapat me|ngetahui secara rinci me|nge|nai 

anggaran pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa. Maka dari itu perluh diketahui 

bagaimana respon masyarakat me|nge|nai sikap akuntabilitas dan transparansi 

peme|rintah lembang dalam pe|rtanggungjawaban ADD. Hal ini dapat 

diketahui melalui hasil wawancara de|ngan Bapak Amos Raya selaku 

masyarakat Lembang Bau: 

“Tingkat kepe|rcayaan kami masyarakat lako tuh to ma’pare|nta ambai 

malah ki kua meloh mo sabah yatuh pembangunan dadih lan tondok 

kirasakan tongan mo manfaat na susi duka tuh dioh 

nape|rtanggungjawaban na to ma’pare|nta na sampaikan umbolai baliho 

tuh makka na pasang dioh nanei dadih tuh pembangunan” ( Tingkat 

kepe|rcayaan masyarakat te|rhadap peme|rintah baik kare|na adanya 

pembangunan yang telah te|rlaksana dalam lembang yang sangat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat se|rta pe|rtanggungjawaban 

peme|rintah secara te|rbuka sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. 

Dari hasil pe|njelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

laporan pe|rtanggungjawaban ADD di Lembang Bau sudah melalui jalur 

struktural bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan dimulai dari tingkat 

Desa sampai kepada Pemerintah Kabupaten, sehingga pertanggungjawaban 

tersebut sesuai de|ngan pedoman Pe|rme|ndagri No 20 Tahun 2018 bahwa: (1) 

kepala Lembang  me|nyampaikan laporan pe|rtanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran 

(2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran 

be|rke|naan ditetapkan de|ngan Pe|raturan Desa (3) Pe|raturan Desa dise|rtai 

de|ngan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program 
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sektoral program dae|rah dan program lainnya yang masuk ke desa. Dan 

pelaporan pe|nyampaian pe|rtanggungjawaban te|rsebut sudah dilakukan secara 

akuntabilitas dan transparansi de|ngan selalu melibatkan masyarakat dalam 

kegaiatan pe|ngelolaan ADD dan ada pe|nyampaian informasi secara te|rbuka 

melalui pemasangan sapnduk te|ntang rincian anggaran dan kegiatan, sehingga 

respon masyarakat te|rhadap sikap Peme|rintah cukup baik dalam 

me|nyampaikan informasi secara te|rbuka dan rinci. 

4.4. Pembahasaan 

4.4.1. Sistem Pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa 

Sistem Pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau ini  sesuai 

pe|raturan Pe|rme|ndagri Nomor 20 Tahun 2018 te|ntang pe|ngelolaan 

Keuangan Desa me|nge|nai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). 

Apalikasi Siskeudes ditujukan kepada Pemerintah Lembang untuk itu 

Pemerintah Kabupaten mengadakan pelatihan terkait aplikasi tersebut  agar 

dapat memudahkan Pemerintah Lembang dalam pe|ngelolaan Keuangan desa 

mula dari tahap  pe|re|ncanaan sampai pada tahap pe|rtanggungjawan. 

Peme|rintah Lembang dalam me|ngelola keuangan desa te|rmasuk 

Alokasi Dana Desa telah me|ne|rapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 

sesuai de|ngan Pe|rme|ndagri No 20 tahun 2018 te|ntang Keuangan Desa. 

Pe|nggunaan sistem te|rsebut sudah efektif dan sangat  membantu Peme|rintah 

Lembang Bau khusunya be|ndahara lembang me|nyusun secara rinci 

me|nge|nai transaksi masuk dan transaksi keluar dalam pe|ngelolaan anggaran 

mulai dari tahap pe|re|ncanaan, pelaksanaan, pe|natausahaan, pelaporan, dn 
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pe|rtanggungjawaban sehingga mempe|rmudah dalam me|nyelesaikan laporan 

keuangan. Hanya saja dalam pe|ngaplikasiaan sistem te|rsebut hanya 

dilakukan oleh Kepela Lembang, Sekretaris Lembang dan Be|ndahara 

Lembang.  

Hal Ini sejalan de|ngan hasil pe|nelitian yang dilakukan oleh Lista & 

Alfiza (2021) de|ngan judul “Pe|ne|rapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 

di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupate|n Aceh Besar” 

bahwa dalam me|ngelola keuangan Desa peme|rintah setempat me|nggunakan 

Sistem Keuangan Desa (Siskeudsa) sesuai de|ngan Pe|rme|ndagri Nomor 20 

Tahun 2018, de|ngan adanya Siskeudes ini sangat membantu Peme|rintah 

Desa  Gampong dalam pe|ngelolaan keuangannya mulai dari tahap 

pe|re|ncanaan sampai pada tahap pe|rtanggungjawaban Dan akan lebih 

maksimal jika hal ini didukung de|ngan kemampuan gampong yang mampu 

me|ngaplikasikannya de|ngan baik. Begitu pula pada Lembang Bau dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa pemerintah lembang menggunakan aplikasi 

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk membantu pemerintah setempat 

sehinggga mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan sesuai 

dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

4.4.2. Posedur Pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa  

Pada tahun 2022 jumlah anggaran alokasi dana desa yang dite|rima 

oleh Peme|rintah Lembang Bau yaitu sebesar  Rp 505.348.669,94;  yang 

kemudian digunakan untuk membiayai pe|nyele|nggaraan peme|rintahan 

lembang, dan untuk pembinaan masyarakat. Dalam rangka me|ndukung 
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kelancaraan pe|ngelolaan alokasi dana desa di Lembang Bau , maka pe|rlu 

melalui bebe|rapa prosdur yaitu sebagai be|rikut: 

Pe|rtama, Pe|re|ncanaan me|rupakan tahap awal dari kegiatan 

pe|ngelolan alokasi dana desa. Kegiatan pe|re|ncanaan ini untuk me|nyusun 

re|ncana kegiatan. Pe|re|ncanaan ini didahului de|ngan de|ngan kegiatan 

Musyawarah Dusun (Musdus) disetiap dusun, kemudian Musyawarah 

Lembang de|ngan melibatkan unsur te|rkait baik semua aparat lembang, 

tokoh-tokoh masyarakat, keorganisasian dan kelembagaan lembang. 

kehadiran unsur te|rkait te|rsebut sangat membantu peme|rintah lembang dalam 

me|ngambil keputusan melalui apa yang masyarakat telah sampaikan te|ntang 

prioritas pembangunan yang akan dianggarkan. Dan yang te|rakhir adalah 

pembe|ntukan tim ke|rja pelaksana kegiatan ADD. 

Kedua,  dalam melaksanakan kegiatan yang didanai oleh  alokasi 

dana desa  di Lembang Bau  Peme|rintah lembang telah me|ne|rapkan  sikap 

akuntabilitas dan transparansi dalam me|nyampaikan informasi secara jelas 

dan rinci.  Kepala Lembang selaku pe|nangungjawab kegiatan te|rlebih dahulu 

me|ngadakan rapat te|rbuka kemudian membe|rikan informasi kepada 

masyarakat me|nge|nai pelaksanaan kegiatan  melalui pemasangan spanduk 

pada lokasi pelaksanaan kegiatan ADD. Pe|nggunaan ADD pada bidang 

peme|rintahan maupun pelaksanaan pembinaan masyarakat lembang telah 

te|rpe|rinci de|ngan baik alokasi pe|nggunaannya dan sudah sesuai de|ngan 

aturan dan juknis yang ada. 

Ketiga, Pe|natausahaan alokasi dana desa di Lembang Bau 

dilaksanakan oleh Be|ndahara Lembang Bau, yaitu melakukan pe|ncatatan 
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me|nge|nai pe|ne|rimaan, pe|ngeluaran seluruhnya di kwitansi. Walaupun dalam 

dalam pe|natausahaan trsebut se|ring di bantu oleh Kepala Lembang.  

Pe|natausahaan yang dilakukan oleh Peme|rintah Lembang Bau telah sesuai 

de|ngan Pe|raturan Bupati Tana Toraja Nomor 51 te|ntang Pe|natausahaan 

APBD Desa me|nyatakan bahwa be|ndahara lembang melakukan 

pe|natausahaan te|rhadap pe|ne|rimaan, pe|nyimpanan, pembayaran,   se|rta 

melakukan tutup buku setiap bulan secara te|rtip. 

Keempat, Pelaporan Peme|rintah Lembang Bau dimulai dari 

be|ndahara lembang melakukan pelaporan kepada kepala Lembang kemudian 

Kepala Lembang melakukan pelaporan baik kepada Masyarakat, pihak 

Kecamatan, dan pihak Kabupate|n. Pelaporan te|rsebut  be|rjalan de|ngan lancar 

tanpa adanya hambatan kare|na Peme|rintah Lembang dibantu oleh Pihak dari 

kecamatan. Pelaporan te|rsebut sudah dilakukan seacara te|rbuka dan  stuktural 

mulai dari tingkat lembang hingga sampai kepada Kabupate|n. Sehingga 

pelaporan Kepala Lembang kepada Pihak Kecamatan dan Kabupate |n dan 

telah me|ne|rapakan  prinsip transparansi, telah sesuai de|ngan indikator 

akuntabilitas pelaporan be|rdasarkan Pe|rme|ndagri No 20 tahun 2018 yaitu (1) 

Kepala Desa me|nyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semeste |r 

pe|rtama kepada Bupati/ Walikota melalui Camat (2) Laporan realisasi 

semeste|r pe|rtama be|rupa laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi 

kegaitan disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun 56 be|rjalan (3) 

kepala desa me|nyusun laporan de|ngan cara me|nggabungkan seluruh laporan 

paling lambat minggu kedua bulan juli tahun be|rjalan Sehingga pelaporan 

te|rsebut sudah disetujui dan telah seuai de|ngan aturan yang ada. 
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Be|rlandaskan pada tujuan pokok akuntansi peme|rintah bahwa pelaporan 

pe|rtanggungjawaban untuk  membe|rian informasi keuangan seacra le|ngkap  

pada waktu yang tepat dan be|rguna bagi masyarakat dan unit-unit 

peme|rintahan.  

Kelima, Pe|rtanggungjawaban alokasi dana desa dilakukan secara 

adminitrasi  dalam be|nruk Surat Pe|rtanggung Jawaban (SPJ) dan dokume|ntasi 

de|ngan format keuangan yang telah dite|ntukan. laporan pe|rtanggungjawaban 

Lembang Bau sudah sesuai de|ngan pe|raturan yang ada dan telah melalui jalur 

struktural baik itu  dari pe|rtanggungjawaban  tingkat Lembang, Kecamatan, 

dan Kabupate|n. dalam pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan 

aturan bahwa (1) kepala Lembang  me|nyampaikan laporan 

pe|rtanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota 

setiap akhir tahun anggaran (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah akhir tahun anggaran be|rke|naan ditetapkan de|ngan Pe|raturan Desa (3) 

Pe|raturan Desa dise|rtai de|ngan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, 

dan daftar program sektoral program dae|rah dan program lainnya yang masuk 

ke desa Pe|nyampaian pe|ratanggungjawaban te|rsebut sudah dilakukan secara 

akuntabilitas dan transparansi de|ngan selalu melibatkan masyarakat dalam 

kegaiatan pe|ngelolaan ADD dan ada pe|nyampaian informasi secara te|rbuka 

melalui pemasangan sapnduk te|ntang rincian anggaran dan kegiatan, sehingga 

respon masyarakat te|rhadap sikap Peme|rintah cukup baik dalam 

me|nyampaikan informasi secara te|rbuka dan rinci. 
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Berlandas pada akuntansi secara umum,  prosedur tersebut diatas 

sudah sesuai dalam tahapanya yang telah menerapkan sikap akunabilitas dan 

transparansi dimana akuntabilitas berarti dalam pelaksanaan alokasi dana desa 

dapat dipertanggungjawabkan dan transparansi berarti dalam pelaksanaan 

alokasi dana desa dilaksanakan secara terbuka dan dapat dengan muda diakses 

oleh masyarakat melalui media yang tersedia. 

Be|rdasarakan pe|njelasan diatas hasil pe|nelitian ini sejalan de|ngan 

penelitian yang dilakukan oleh Marlin, Syamsuri, & Yulianto (2020) de|ngan 

judul pe|nelitian “ Tata Kelola Alokasi Dana Desa Studi kasus Di Desa 

Puangbembe Mesakada Kecamatan Simbuang Kabupate|n Tana Toraja” yang 

me|nyatakan  bahwa Pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Puangbembe 

Mesakada Kecamatan Simbuang Kabupate|n Tana Toraja meliputi 

pe|re|ncanaan, pelaksanaan, pe|natausahaan, pelaporan dan 

pe|rtanggungjawaban sudah dilaksanakan de|ngan me|ngikuti Juknis sesuai 

de|ngan pe|raturan yang be|rlaku sehingga tahap pe|ngelolaannya dapat 

dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Be|rdasarakan hasil pe|nelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

me|nge|nai Sistem dan Prosedur Pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang 

Bau Kecamatan Bittuang Kabupate|n Tana Toraja, maka dapat disimpulkan 

sebagai brikut : 

1. Dalam me|ngelola keuangan lembang te|rmasuk pe|ngelolaan anggaran 

ADD di Lembang Bau telah sesuai de|ngan Pe|rme|ndagri Nomor 20 

Tahun 2018 te|ntang pe|ngelolaan Keuangan Desa dapat dilakukan de|ngan 

me|nggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Keme|nte|rian Dalam 

Nege|ri me|nge|nai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam 

pe|nggunaan Sitem Keuangan Desa (Siskeudes) te|rsebut  Be|ndahara 

Lembang melakukan pe|natausahaan me|nge|nai pe|ne|rimaan, pe|ngeluaran 

dan pe|rtanggungjawaban me|nge|nai transksasi dalam pe|ngelolaan 

anggaran. 

2. Prosedur pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Kecamatan 

Bittuang Kabupate|n Tana Toraja sudah be|rjalan secara efektif  dan telah 

sesuai de|ngan UUD No 6 tahun 2014  dan PERMENDAGRI Nomor 20 

tahun 2018 pe|ngelolaan keuangan desa meliputi: pe|re|ncanaan. 

Pelaksanaan, pe|natausahaan, pelaporan, dan pe|rtanggungjawaban. Hal 

ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara oleh pe|ne|neliti de|ngan 
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Bapak Kepala Lembang, Ibu Seke|rtaris Lembang, Ibu Be|ndahara 

Lembang, Bapak dari BPL, Kepala Dusun Riwang, dan salah satu 

masyarakat bahwa pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari 

pe|re|ncanaan, pelaksanaan, pe|natausahaan, pelaporan dan 

pe|rtanggungjawaban sehingga anggaran te|realisasi sesuai de|ngan apa 

yang telah dianggarakan di APBL.  

3. Sikap akuntabilitas dan transparansi Peme|rintah Lembang Bau 

Kecamatan Bittuang Kabupate|n Tana Toraja dalam me|nyampaikan 

jumlah anggaran yang dialokasikan dalam be|ntuk spanduk yang 

me|nggambarkan rincian anggaran atas pe|ngelolaan alokasi dana desa 

te|rsebut. Dan dalam pe|ngelolan Alokasi Dana Desa masyarakat be|rpe|ran 

aktif mulai dari pe|re|ncanaan dan pembangunan lembang. Namun dalam 

pe|ngelolaan alokasi dana desa adanya ke|ndala yang dihadapi khususnya 

dalam bidang adminitrasi.  

5.2. Saran  

Be|rdasarkan hasil pe|nelitian yang telah dilakukan maka adapun saran 

yang dapat  saya be|rikan yaitu sebagai be|rikut : 

1. He|ndaknya  dalam pe|ngelolaan alokasi dana desa di Lembang Bau 

te|rutama dalam pelaporan dan pe|rtanggungjawaban dilakukan sesuai 

de|ngan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Junis Alokasi 

Dana Desa.  

2. Dalam pe|ne|rapan sistem dan prosedur pe|ngelolaan alokasi dana desa 

dalam semua tahapannya he|ndaknya dapat dijalankan secara semaksimal 
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mungkin dan sebaiknya masyarakat selalu dilibatkan dari setiap tahapan 

kare|na de|ngan melibatkan masyarakat secara langsung dapat me|ngetahui 

yang dibutuhkan secara langsung oleh masyarakat dalam pembangunan 

lembang. 

3. He|ndaknya Peme|rintah Lembang Bau dapat meminimalisir hambatan 

dalam pe|ngelolaan ADD khususnya dalam pe|ngadminitrasian sehingga 

proses pe|ngelolan ADD boleh be|rjalan de|ngan lancar. 
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Lampiran 1 

Surat Ijin Penelitian  
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Lampiran 2  

Hasil Wawancara  

1. Wawancara de|ngan Bapak Y. P. Palullungan selaku  Kepala Lembang  

No Pe|rtaanyan Wawancara Hasil Wawancara  

1 Apakah peme|rintah desa telah 

me|ne|rapkan sistem dan 

prosedur pe|ngelolaan Alokasi 

Dana Desa sesuai de|ngan 

Undang-undang yang be|rlaku 

? 

 

Ya. Sudah sesuai de|ngan undang-undang 

yang be|rlaku bahwa pe|nggunaan Alokasi 

Dana Desa yang di te|rima pihak 

Peme|rintah Lembang 30% dari ADD 

untuk biaya ope|rosional  peme|rintah 

Lembang  dan 70% digunakan untuk 

biaya pe|nyele|nggaraan peme|rintahan 

lembang, pbangunan lembang, 

pembe|rdayaan masyarakat lembang,  dan 

pembinaan masyarakat de|ngan tahapan 

mulai dari pe|re|ncanaan sampai kepada 

pe|rtanggungjawaban. 

2 Bagimana sistem dan 

prosedur aparat peme|rintah 

lembang dalm 

pe|rtanggujawaban 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa di Lembang Bau Tahun 

2022? 

 

Untuk pe|rtanggungjawaban kita 

sampaikan semua laporan 

pe|rtanggunjawaban sesuai de|ngan 

kete|ntuan dari peme|rintah. Dimana 

peme|rintah lembang me|nyampaikan 

kepada peme|rintah Dae|rah/Kabupatn  dan  

kami juga melakukan 

pe|rtanggungjawaban kepada masyarakat.  

 

3 Apakah ada sistem khusus 

yang dite|rapkan peme|rintah 

setempat te|rkait sistem dan 

prosedur pe|ngelolaan Aloksi 

Dana Desa selain Undang-

undang yang disebut? 

Untuk aplikasi pe|ngelolaan keuangan 

lembang termasuk ADD  kami 

peme|rintah lembang me|nggunakan 

Sistem Keuangan Desa (Siskudes) 

 

4 Apakah sistem te|rsebut sudah 

efektif pe|ne|rapannya? 

Ya untuk pe|ne|re|rapannya itu se|ndiri 

sudah efektif dalam pe|ngaplikasiannya. 

5. Siapa saja yang boleh 

me|ngaplikasikan sistem 

te|rsebut? 

Untuk sistem te|rsebut nak dapat 

diaplikasikan oleh kepala Lembang, 

Seke|rtaris Lembang dan Be|ndahara 

Lembang 

6 Apakah ada be|ntuk pelatihan 

yang dibe|rikan dalam  sistem 

maupun prosedur pe|ngelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

Untuk pelatihan te|ntunnya pasti ada, 

kare|na adanya pelatihan yang 

be|rkesinambungan te|rmasuk pelatihan 

untuk Kepala Lembang dan Be|ndahar 

Lembang itu ada di adaan setiap tahun 

oleh Peme|rintah Kabupate|n  
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7 Apa saja hambatan yang 

dihadapi pe|ngelola Alokasi 

Dana Desa? 

Te|ntunya dilapangan ada hambatan dan 

tantangan yaitu yang dialami  dalam 

pe|ngadminitrasian 

 

8 Bagaimana pelaksanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa sesuai de|ngan sistem 

dan prosesdur yang dite|ntukan 

oleh peme|rintah ? 

Untuk pelaksanaannya Peme|rintah 

Lembang membuat membuat tim 

pelaksana pe|ngelolaan Alokasi Desa dan 

membuat  RPJM kemudian membuat 

RKPL yang akan dipedomani untuk 

membuat APBL 

9 Bagaimana tahapan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa yang te|rdapat di 

Lembang Tahun 2022? 

Ya untuk tahapan pe|ngelolaan ADD 

sudah sesuai yang ada mulai dari 

pe|re|ncanaan, pelaksanaan, pe|natausahaan, 

pelaporan dan pe|rtanggungjawaban 

 

10 Bagaimana sistem dan 

prosedur pe|re|ncanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Aana 

Desa  di Lembang Bau  Tahun 

2022? 

 

Dalam pe|re|ncanaan ini kita mulai dari 

musyawarah atau rapat pe|rdusun, baru 

kita akan me|ngadakan musyawarah 

tingkat lembang dimana dalam musyawar 

te|rsebut kita me|ramu dalam suatu daftar 

usulan seme|ntara setelah itu kita masuk 

kedalam pe|netapan progaram ke|rja yang 

akan dilaksanakan dalam tahun be|rjalan 

11 Siapa saja yang dilibatkan 

dalam proses pe|re|ncanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa ? 

Dalam pe|re|ncanaan pe|ngelolaan ADD 

te|ntunya kita melibatkan Kepala 

Lembang, semua aparat Lembang, tokoh-

tokoh masyarakat, pe|rwakilah dari setiap 

keorganisasian maupun kelembagaan 

masyarakat untuk me|nyampaikan aspirasi 

me|nge|nai program ke|rja yang akan 

dilakanakan dan te|ntunya akan 

memudahkan kine|rja peme|rintah 

Lembang dalam pembangunan Lembang 

12 Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaksanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa di Lembang Bau Tahun 

2022 ? 

 

Saya selaku Kepala Lembang bese|rta 

de|ngan aparat lembang dimulai de|ngan  

me|ngadakan rapat te|rbuka bese|rta de|ngan 

DPL, tokoh masyarakat, dan pe|rwakilan 

dari keorganisasian dan kelembagaan  

lembang dan membagikan informasi 

melalui spanduk dan papan informasi 

lembang.me|nge|nai program yang dibiayai 

oleh Alokasi Dana Desa . 

13 Bagaimana sistem dan 

prosedur pe|natausahaan 

dalam pe|ngelolaan Alokasi 

Dana Desa di Lembang Bau 

Untuk Pe|natusahaan ADD di Lembang 

Bau itu dimulai dari be|ndehara melakukan 

pe|natausahaan pe|ne|rimaan, pe|ngeluaran 

dan pe|rtanggungjawaban 
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Tahun 2022?  

14 Be|rapa jumlah anggaran 

untuk Alokasi Dana Desa 

yang dianggarkan ? 

Untuk anggaranya itu se|ndri sebesar Rp 

505.348.669,94 

 

15 Apakah pelaksanaan dana 

desa telah te|realisasi sesuai 

yang dianggarkan ? 

 

Ya te|ntu telah te|realisasi  kare|na kare|na 

kalau kita masuk pada 

pe|rtanggungjawaban adapun yang tidak 

te|rrealisasi akan singkron de|ngan tahun 

be|rikutnya, jadi untuk tahun 2022 yang 

lalu kegiatan-kegiatanya yang di 

programkan syukur sudah te|realisasi 

de|ngan baik. 

16 Bagaimana cara petugas 

aparat pe|ngelola Alokasi 

Dana Desa me|ngukur dan 

me|nilai bahwa Alokasi Dana 

Desa te|rsebut telah te|realisasi 

sesuai yang dianggarkan? 

Jadi masing-masing bidak me|ngecek dan 

me|ncocokan realisasi di APBL dan 

dibuktikan de|ngan yang ada dilapangan 

 

17 Apakah ada biaya tak te|rduga 

te|rduga selama pelaksanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Untuk biaya yang tak te|rduga te|ntunya itu 

ada, te|rmasuk biaya pe|nangulangan 

be|ncana 

 

18 Apakah pe|rna ada sisa/lebih 

anggaran pe|ngelolaan Alokasi 

Dana Desa? 

Ya te|ntunya te|rmasuk untuk biaya 

kegiatan tak te|rduga pasti ada sisanya 

 

19 Diakui sebagai apakah atas 

sisa/lebih anggaran Alokasi 

Dana Desa te|rsebut? 

Dari dana sisa te|rsebut te|rmasuk yang 

saya katakan tadi biaya tak te|rduga, dana 

te|rsebut akan kembali ke peme|rintah 

lembang dan diakui sebagai silpa khusus 

lembang  

 

20 Apakah kelebihan te|rsebut 

masuk sebagai pe|ndapatan 

dae|rah setempat ataukah 

dikembalikan ke pusat? 

 

Untuk biaya sisa te|rsebut te|ntunya 

me|njadi dikembalikan ke peme|rintah 

lembang dan dianggap me|njadi Silpa 

khusus lembang dan akan masuk ke 

reke|ning lembang dan akan masuk 

sebagai tambahan anggaran tahun be|rjalan 

21 Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaporan dalam 

pe|ngelolaan alokasi dana desa 

? 

 

Kami membuat pelaporan realisasi dan 

pe|rtanggungjawaban mulai dari tingkat 

Lembang, setalah itu kami melakukan 

pelaporan kepada tingkat Kecamatan, 

kemudian Camat me|rekome|ndasikan 

kepada Bupati kemudian dite|ruskan 

kepada Peme|rintah Pusat atau Inspektorat 

22 Apa saja je|nis pelaporan yang 

dilakukan peme|rintah desa 

Je|nis pelaporan melalui pelaporan 

pe|rtanggungjwaban be|ntuk adminitrasi 
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atas pe|ngelolaan dana desa ?  dan dokume|ntasi  

 

23 Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaporan dalam 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

desa di Lembang bau Tahun 

2022?   

 

Ya selaku kepala lembang dalam 

pelaporan pe|ngelolaan Alokasi Dana Desa 

tahun 2022 saya me|nyampaikan laporan 

kepada tingkat Lembang, Kecamatan, dan 

kepada Peme|rintah Kabupate|n sesuai 

de|ngan aturan peme|rintah 

24 Adakah kesulitan dalam 

proses pelaporan 

pe|rtanggungjawaban 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa di Lembang Bau Tahun 

2022? 

Untuk kesulitannya puji Tuhan tidak ada 

kare|na kita di bantu oleh pihak kecamatan 

 

25 Apakah dalam proses 

pelaporan telah melalui jalur 

struktural yang telah 

dite|ntukan ? 

 

Ya sama sepe|rti yang saya sampaikan tadi 

dalam proses pelaporan itu telah melalui 

jalur struktural yaitu dimulai dari tingkat 

Lembang, Kecamatan, dan ke Peme|rintah 

Kabupate|n 

26 Apakah masyarakat selalu 

dilibatkan dalam 

musyawarahdan evaluasi 

pelaksanaan dana desa? 

Ya te|ntunya kita melibatkan masyarakat 

pe|rwakilan dari masyarakat 

 

27 Bagaimana kete|rlibatan/pe|ran 

masyarakat dalam 

pe|nggunaaan Alokasi dana 

Desa di Lembang Bau tahun 

2022? 

Kete|rlibatan masyarakat dapat kita lihat 

dari antusiasnya masyarakat dalam 

membe|rikan masukan dan aspirasi mulai 

dari tahap pe|re|ncanaan samapai pada 

pe|rtanggungjwaban  apabila ada yang 

tidak sesuai yang te|rtuang dalam 

pe|nganggaran. Dan masyarakat juga 

sebagai pelaku kegiatan baik kegiatan 

fisik maupun dalam hal ini pembe|rdayaan 

masyarakat. 

28 Bagaimana tingkat 

kepe|rcayaan masyarakat 

te|rhadap peme|rintah desa 

dalam pe|nyampaian 

pe|rtanggungjawaban 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa Tahun 2022? 

Ya untuk hal itu mungin bisa ditanyakan 

langsung kepada masyarakat se|ndiri 

kare|na kami selaku peme|rintah lembang 

telah me|njalankan kegiatan pe|nggunaan 

Alokasi Dana Desa dan kami juga telah 

memasang papan informasi me|nge|nai 

pe|nggunaan ADD 

29 Apakah peme|rintah telah 

me|ne|rapkan sikap 

transparansi dan akuntabilitas 

te|rkait pe|rtanggungjawaban 

laporan pe|ngunaan Alokasi 

Dana Desa? 

Untuk be|ntuk dari transparansi dan 

akuntabilitas kami sebagai peme|rintah 

lembang dalam pe|rtanggungjawaban kami 

telah mempublikasikan secara transparansi 

me|nge|nai anggaran dan program kegiatan 

dalam pe|nggunaan ADD dalam be|nruk 
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 spanduk di kantor Lembang 

30 Apa saja be|ntuk Alokasi Dana 

Desa yang sudah dirasakan 

manfaatnya masyarakat? 

Untuk manfaat yang dirasakan oleh 

masyarakat me|nge|nai Alokasi Dana Desa 

yaitu be|rupa alat pe|rtanian, pembangunan 

infrakstruktur jalan dan jembatan, dan 

pemebrdayaan masyarakat 

 

2. Wawancara de|ngan Ibu Enchi Hape|rnas Sanda selaku  Sekretaris  

Lembang 

No Pe|rtanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 Apakah peme|rintah desa 

telah me|ne|rapkan sistem 

dan prosedur pe|ngelolaan 

Alokasi Dana Desa sesuai 

de|ngan Undang-undang 

yang be|rlaku ? 

Ya sudah sesuai de|ngan undang-undang 

yang be|ralaku 

 

2 Bagimana sistem dan 

prosedur aparat peme|rintah 

lembang dalm 

pe|rtanggujawaban 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa di Lembang Bau 

Tahun 2022? 

Untuk  prtanggungjawaban kita sampaikan 

sesuai de|ngan kete|ntuan yang ada mulai dari 

pe|rtanggungjawaban di Lembang sampai 

kepada kabupate|n 

3 Apakah ada sistem khusus 

yang dite|rapkan peme|rintah 

setempat te|rkait sistem dan 

prosedur pe|ngelolaan 

Aloksi Dana Desa selain 

Undang-undang yang 

disebut? 

Iya ada yaitu sistem keuangan desa (sikudes) 

4 Apakah sistem te|rsebut 

sudah efektif pe|ne|rapannya 

Iya untuk pe|ngaplikasiaan sistem te|rsebut 

saya rasa cukup baik dan efektif 

5 Siapa saja yang boleh 

me|ngaplikasikan sistem 

te|rsebut? 

Kepala Lembang, Be|ndahara Lembang dan 

saya selaku Seke|rtaris Lembang 

 

6 Apakah ada be|ntuk 

pelatihan yang dibe|rikan 

dalam  sistem maupun 

prosedur pe|ngelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

Iya dari segi pelatihan itu ada dilaksanakan 

di tingkat Kabupate|n dan provinsi  

 

7 Apa saja hambatan yang 

dihadapi pe|ngelola Alokasi 

Dana Desa? 

Hambatan yang dialami dalam pe|ngelolaan 

ADD itu maasih kurang dalam proses 

pe|ngadminitrasian  
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8 Bagaimana pelaksanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa sesuai de|ngan sistem 

dan prosesdur yang 

dite|ntukan oleh peme|rintah 

?  

Saya rasa untu pelasanaannya cukup baik 

kare|na dapat kita lihat dari bebe|rapa 

pembangunan yang telah te|rlaksanan di 

Lembang Bau ini 

 

9 Bagaimana tahapan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa yang te|rdapat di 

Lembang Tahun 2022?  

Tahapan pe|ngelolaan ADD ada 5 mulai dari 

pe|re|ncanaan, pelaksanaan, pe|natausahaan, 

pelaporan dante|rakhir pe|rtanggungjawaban 

 

10 Bagaimana sistem dan 

prosedur pe|re|ncanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa  di Lembang Bau  

Tahun 2022?  

 

Proses pe|re|ncanaan itu dimulai dari tiap-tiap 

dusum melakukan musyawar yang biasanya 

dalam rapat dusun untuk membahas apa-apa 

yang akan disampaikan dalam musyawarah 

lembang untuk dilakukannya pembangunan 

dalam lembang kemudian dalam musyawarh 

lembang aparat lembang me|ngundang tokoh 

masyarakat untuk hadir guna me|nyampaikan 

aspirasi-aspirasi masyarakat dan me|ngambil 

keputusan be|rsama 

11 Siapa saja yang dilibatkan 

dalam proses pe|re|ncanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa?  

Aparat lembang, tokoh masyarakat dan 

pe|rwakilan dari keorganisasian lembang 

12 Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaksanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa di Lembang Bau 

Tahun 2022 ? 

Dimulai dari pembe|ntukan tim  ke|rja yang 

melibatkan aparat lembang dan kepala desa 

sebagai pe|nggungjawab 

 

13 Bagaimana sistem dan 

prosedur pe|natausahaan 

dalam pe|ngelolaan Alokasi 

Dana Desa di Lembang Bau 

Tahun 2022? 

Ada pe|nataausahaan pe|ne|rimaan, 

pe|ngeluaran se|rta pe|ngeluaran 

14 Be|rapa jumlah anggaran 

untuk Alokasi Dana Desa 

yang dianggarkan ? 

Untuk anggaranya itu se|ndri sebesar Rp 

505.348.669,94 

 

15 Apakah pelaksanaan dana 

desa telah te|realisasi sesuai 

yang dianggarkan ?  

Ya sudah te|realiasi 

 

16 Bagaimana cara petugas 

aparat pe|ngelola Alokasi 

Dana Desa me|ngukur dan 

me|nilai bahwa Alokasi 

Dana Desa te|rsebut telah 

De|ngan cara me|ncocokan apa yang ada di 

reaslisasi APBL de|ngan yang ada dilapangan 
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te|realisasi sesuai yang 

dianggarkan? 

17 Apakah ada biaya tak 

te|rduga te|rduga selama 

pelaksanaan pe|ngelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

Iya ada 

 

18 Apakah pe|rnah ada 

sisa/lebih anggaran 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Iya pe|rnah khusunya dibiaya tak te|rduga 

te|rsebut sepe|rti yang disampaikan tadi 

 

19 Diakui sebagai apakah atas 

sisa/lebih anggaran Alokasi 

Dana Desa te|rsebut? 

Untuk dan itu sendiri akan diakui sebagai 

Silpa khusus lembang 

 

20 Apakah kelebihan te|rsebut 

masuk sebagai pe|ndapatan 

dae|rah setempat ataukah 

dikembalikan ke pusat?  

Masuk sebagai saldo lembang dan 

dikembalikan ke reke|ning lembang 

 

21 Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaporan dalam 

pe|ngelolaan alokasi dana 

desa ?  

Pelaporan kita tingkat lembang, kecamatan 

dan ke Kabupate|n 

22 Apa saja je|nis pelaporan 

yang dilakukan peme|rintah 

desa atas pe|ngelolaan dana 

desa ?  

Pelaporan pe|rtanggungjwaban yang kita 

laporkan itu  dalam be|ntuk adminitrasi dan 

dokume|ntasi 

 

23 Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaporan dalam 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

desa di Lembang bau Tahun 

2022?  

Yang saya ketahui bahwa pelaporan kami 

lakukan tingkat lembang te|rdahulu, 

Kecamatan kemdian ke Kabupate|n 

 

24 Adakah kesulitan dalam 

proses pelaporan 

pe|rtanggungjawaban 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa di Lembang Bau 

Tahun 2022? 

Kare|na pelaporan kita lakukan secara 

struktural mulai dari Lembang samapai 

kepada Kabupate|n sehingga hal ini tidak ada 

kesulitan dan kita dibantu oleh pihak dari 

kecamatan.  

25 Apakah dalam proses 

pelaporan telah melalui 

jalur struktural yang telah 

dite|ntukan ?  

Iya kami selaku aparat telah melalui jalur 

struktural sehingga semuanya boleh be|rjalan 

de|ngan lacar baik itu mulaidari tingkat 

lembang hingga pe|rtanggungjawaban kepada 

Bupati 

26 Apakah masyarakat selalu 

dilibatkan dalam 

musyawarahdan evaluasi 

pelaksanaan dana desa? 

Iya masyarakat selalu dilibatkan  

27 Bagaimana Hal ini kami sungguh me|rasakan ketelibatan 
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kete|rlibatan/pe|ran 

masyarakat dalam 

pe|nggunaaan Alokasi dana 

Desa di Lembang Bau 

tahun 2022? 

masyarakat baik dalam proses pe|re|ncanaan 

gingga selesai kare|na aspirasi masyarakat 

sangat kami butuhkan 

 

28 Bagaimana tingkat 

kepe|rcayaan masyarakat 

te|rhadap peme|rintah desa 

dalam pe|nyampaian 

pe|rtanggungjawaban 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa Tahun 2022? 

Saya rasa mungkin cukup baik de|ngan 

melihat bebe|rapa pembangunan yang ada 

dan kami juga selaku aparat lembang telah 

memrikan informasi melalui pemasangan 

spanduk me|nge|nai anggaran pe|ngunaan 

ADD 

 

29 Apakah peme|rintah telah 

me|ne|rapkan sikap 

transparansi dan 

akuntabilitas te|rkait 

pe|rtanggungjawaban 

laporan pe|ngunaan Alokasi 

Dana Desa? 

Sikap transparansi dapat kita rasakan kare|na 

adanya kete|rbukaan dalam mebe|rikan 

informasi sepe|rti yang saya katakan tadi 

dalam pemasangan spanduk dan 

pe|rtanggungjawaban yang dimulai dari 

tingkat lembang 

 

30 Apa saja be|ntuk Alokasi 

Dana Desa yang sudah 

dirasakan manfaatnya 

masyarakat? 

Adanya pembangunan jalan dan jembatan 

dan pembe|rian alat pe|rtanian sepe|rti traktor 

dan biti-bit pe|rtanian 

 

3. Wawancara de|ngan Ibu Lidianti Lolok selaku Be|ndahara Lembang  

No Pe|rtanyaan Wawancara Hasil Wawancara 

1 Apakah peme|rintah desa 

telah me|ne|rapkan sistem 

dan prosedur pe|ngelolaan 

Alokasi Dana Desa sesuai 

de|ngan Undang-undang 

yang be|rlaku? 

Ya kami selaku aparat Lembang sudah 

me|ne|rpakan sesuai de|ngan Undang-Undang 

yang be|rlaku 

 

2 Bagimana sistem dan 

prosedur aparat 

peme|rintah lembang dalm 

pe|rtanggujawaban 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa di Lembang Bau 

Tahun 2022? 

Peme|rintah Lembang me|nyampaikan kepada 

Peme|rintah dae|rah (DPML,BKAD, dan 

Inspektorat) dan dite|ruskan kepusat 

 

3 Apakah ada sistem khusus 

yang dite|rapkan 

peme|rintah setempat 

te|rkait sistem dan prosedur 

pe|ngelolaan Aloksi Dana 

Iya ada sistem khusus, Peme|rintah Lembang 

me|nggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(Sikudes)  dalam pe|ngelolaan ADD 
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Desa selain Undang-

undang yang disebut? 

4 Apakah sistem te|rsebut 

sudah efektif 

pe|ne|rapannya?  

 

Ya sangat efektif dan membantu peme|rintah 

lembang te|rlebih saya selaku be|ndahara 

lembang dalam me|ngelola keuangan lembang 

sehingga mulai dari pe|re|ncanaan hingga 

pe|rtanggungjawaban be|rjalan de|ngan baik 

5 Siapa saja yang boleh 

me|ngaplikasikan sistem 

te|rsebut? 

Kepala Lembang, Seke|rtaris Lembang, Kaur 

Keuanga atau Be|ndahara Lembang 

6 Apakah ada be|ntuk 

pelatihan yang dibe|rikan 

dalam  sistem maupun 

prosedur pe|ngelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

Ya ada yang dilaksanakan dikabupate|n dan 

juga diprovinsi tiap tahun 

 

7 Apa saja hambatan yang 

dihadapi pe|ngelola 

Alokasi Dana Desa? 

Masih kurang dalam pegadminitrasiaan yang 

dilakukan oleh be|ndahara dan seke|rtaris 

lembang 

 

8 Bagaimana pelaksanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa sesuai de|ngan sistem 

dan prosesdur yang 

dite|ntukan oleh 

peme|rintah ?  

Peme|rintah lembang membuat RPJM, RKPL, 

kemudian dipedomani untuk me|nyusun APBL 

 

9 Bagaimana tahapan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa yang te|rdapat di 

Lembang Tahun 2022?  

Ya untuk tahapan pe|ngelolaan ADD sudah 

sesuai yang ada mulai dari pe|re|ncanaan, 

pelaksanaan, pe|natausahaan, pelaporan dan 

pe|rtanggungjawaban 

 

10 Bagaimana sistem dan 

prosedur pe|re|ncanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Aana 

Desa  di Lembang Bau  

Tahun 2022?  

 

Pe|re|ncanaan dimulai dari musyawarah 

pe|rdusun dimana warga me|nyampaikan 

aspirasi dan me|ncari program kegiatan yang 

akan nantinya disampaikan di Musyawarah 

lembang, dalam pe|re|ncanaan ini masyarakat 

dilibatkan secara langsung untuk ikut 

membatu peme|rintah dalam pe|re|ncanaan 

anggaran. 

11 Siapa saja yang dilibatkan 

dalam proses pe|re|ncanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa?  

Kepala Lembang, Aparat Lemabang, DPL, 

tokoh masyaraat, dan keorganisasian 

kelembagaan lembang 

 

12 Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaksanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa di Lembang Bau 

Untuk hal ini kita semua sesuai de|ngan arahan 

kebijakan kepala desa 
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Tahun 2022 ?  

13 Bagaimana sistem dan 

prosedur pe|natausahaan 

dalam pe|ngelolaan 

Alokasi Dana Desa di 

Lembang Bau Tahun 

2022?  

Untuk Pe|natusahaan ADD di Lembang Bau  

ini saya selaku be|ndehara lembang melakukan 

pe|natausahaan pe|ne|rimaan, pe|ngeluaran dan 

pe|rtanggungjawaban 

 

14 Be|rapa jumlah anggaran 

untuk Alokasi Dana Desa 

yang dianggarkan ? 

Untuk anggaranya itu se|ndiri yang masuk di 

Lembang itu sebesar Rp 505.348.669,94; 

 

15 Apakah pelaksanaan dana 

desa telah te|realisasi 

sesuai yang dianggarkan ?  

Ya sudah te|realisasi 

 

16 Bagaimana cara petugas 

aparat pe|ngelola Alokasi 

Dana Desa me|ngukur dan 

me|nilai bahwa Alokasi 

Dana Desa te|rsebut telah 

te|realisasi sesuai yang 

dianggarkan? 

Rincian realisasi kami cocokan de|ngan APBL 

dan dibuktikan de|ngan hasil atau fakta yang 

ada dilapangan 

 

17 Apakah ada biaya tak 

te|rduga te|rduga selama 

pelaksanaan pe|ngelolaan 

Alokasi Dana Desa? 

Ya ada, dari jumlah anggaran ADD yang 

sebanyak Rp 505.348.669,94;  te|rdapat biaya 

yang tak te|rduga yaitu biaya peanggulangan 

be|ncana dan darurat 

 

18 Apakah pe|rna ada 

sisa/lebih anggaran 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa?  

Ya te|ntunya ada, apalagi pada biaya tak 

te|rduga 

 

19 Diakui sebagai apakah atas 

sisa/lebih anggaran 

Alokasi Dana Desa 

te|rsebut? 

Sebagai Silpa khusus lembang  

 

20 Apakah kelebihan te|rsebut 

masuk sebagai pe|ndapatan 

dae|rah setempat ataukah 

dikembalikan ke pusat? 

Kelebihan te|rsebut masuk sebagai saldo 

lembang atau di kembalikan ke|reke|ning 

lembang 

 

21 Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaporan dalam 

pe|ngelolaan alokasi dana 

desa ?  

Saya selaku be|ndahara lembang membuat 

realisasi pelaporan yang di buat di Sikudes 

tiap bulan saya melakukan plaporan kepada 

Kepala Lembang  kemudian saya se|rahkan ke 

Kepala Lembang untu pe|rtanggungjawaban 

kepada Kecamatan dan kabupate|n 

22 Apa saja je|nis pelaporan 

yang dilakukan 

peme|rintah desa atas 

Je|nis pelaporan ada 2 laporan keuangan fisik 

dan laporan keuangan dokume|ntasi 
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pe|ngelolaan dana desa ?  

23 Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaporan dalam 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

desa di Lembang bau 

Tahun 2022? 

Saya selaku kbe|ndahara desa malporkan 

te|rlebih dahulu kepda Kepala Lembang 

kemudian Kepala lembang me|nyampaikan 

kepada Peme|rintah Dae|rah atau Kabupate|n.  

24 Adakah kesulitan dalam 

proses pelaporan 

pe|rtanggungjawaban 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa di Lembang Bau 

Tahun 2022? 

Tidak ada kare|na ada pihak kecamatan yang 

membantu kamu dalam proses pelaporan 

 

25 Apakah dalam proses 

pelaporan telah melalui 

jalur struktural yang telah 

dite|ntukan ? 

Iya sudah sesuai de|ngan strukturasl kare|na 

mulai dari lembang hingga pelaporan sampai 

di Peme|rintah Pusat 

 

  

26 Apakah masyarakat selalu 

dilibatkan dalam 

musyawarahdan evaluasi 

pelaksanaan dana desa? 

Ya selalu ada musyawarah dan selalu 

melibatkan tokoh masyarakat 

 

  

27 Bagaimana 

kete|rlibatan/pe|ran 

masyarakat dalam 

pe|nggunaaan Alokasi dana 

Desa di Lembang Bau 

tahun 2022? 

Membe|rikan aspirasi dalam proses 

pe|re|ncanaan sampai pada proses 

pe|rtanggungjwaban apabila di anggap masih 

tidak sesuai dilapangan 

 

28 Bagaimana tingkat 

kepe|rcayaan masyarakat 

te|rhadap peme|rintah desa 

dalam pe|nyampaian 

pe|rtanggungjawaban 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa Tahun 2022? 

Untuk hal itu mungkin bisa ditanyakan kepda 

masyarakat are|na me|ngingat kami selaku 

aparat lembang sudah melakukan yang te|rbai 

 

29 Apakah peme|rintah telah 

me|ne|rapkan sikap 

transparansi dan 

akuntabilitas te|rkait 

pe|rtanggungjawaban 

laporan pe|ngunaan 

Alokasi Dana Desa? 

Ya untuk sikap transparansi kami selaku 

aparat lembang telah memasang spanduk 

me|nge|nai APBL dan realisasi APBL ditempat 

umum 

 

30 Apa saja be|ntuk Alokasi 

Dana Desa yang sudah 

dirasakan manfaatnya 

masyarakat? 

Manfaat yang sangat dirasakan masyarakat 

adalah be|rupa alat pe|rtanian, bantuan bibit 

tanaman, dan pembagunan infrastruktur jalan 

dan jembatan 
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4. Wawancara de|ngan Bapak P. Pasang selaku  Kepala Dusun Riwang 

No Pe|rtanyaan Wawancara Pe|rtanyaan Wawancara 

1 Apakah peme|rintah desa 

telah me|ne|rapkan sistem 

dan prosedur pe|ngelolaan 

Alokasi Dana Desa sesuai 

de|ngan Undang-undang 

yang be|rlaku ? 

Iyo nak susi mo toh kare|na aku selaku kepala 

dusun me|rasakan ko yatuh na pogau toh 

mapare|ntah sesuai mo pe|raturan 

(Iya nak sudah sesua kare|na saya selaku 

kepala dusun me|rasakan bahwa apa yang telah 

dilaksanakan oleh peme|rintah lembang sudah 

sesuai) 

2 Siapa saja yang dilibatkan 

dalam proses pe|re|ncanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa ?  

 

Yatuh dikuan dioh tahap pe|re|ncanaan nak 

memang tongan tuh masyarakat dilibatkan, 

yang me|ndadih contoh kumua taepa nah 

diadakan tuh musyawarah Lembang kami tu 

setiap dusun madakan tuh disangah 

musyawarah dususn (Musdus) yah tuh attuh 

dihadiri oleh warga jomai mesa-mesa RT. 

Yatuh lan Musdus warga uu sampaikan mi tuh 

aspirasi masyarakat atau pe|ndapat nah lah 

me|njadi keputusan tuh ladih musyawarahkan 

ke attu diadakan mo tuh disangah 

Musyawarah Lembang,  anna ke makka mo 

diadakan Musdus diadakan mo toh Survei dan 

te|rakhir ummadakan  disangah Musyawarah 

Lembang 

(Pada tahap pe|re|ncanaan nak, memang btul 

masyarakat dilibatkan yang me|njadi contoh 

yaitu sebelum diadakan musyawarah lembang 

kami setiap dusun me|ngadakan te|rlebih 

dahulu musyawarah dusun (Musdus) yang 

dimana pada saat itu dihadiri oleh masyarakat 

dari bebe|rapa RT.  Dalam kegiatan Musdus 

te|rsebut setiap warga me|nyampaikan 

pe|ndapat me|reka yang nantinya akan diambil 

sebagai keputusan dan akan disampaikan pada 

saat kegiatan musyawarah lembang 

dilaksanakan. Setelah kegiatan musdus 

kemudian melakukan survei dan Musyawarah 

lembang. 

3 Apakah masyarakat selalu 

dilibatkan dalam 

musyawarahdan evaluasi 

pelaksanaan dana desa? 

Iya tongan mo toh ko memang masyarakat 

dilibatkan sabah dioh awal na masyarakat 

umpokada tuh tuh pe|ndapat na me|nge|nai 

pe|nggunaan ADD 

(Iya betul nak. Memang masyarakat dilibatkan 

kare|na dari awal masyarakat me|nyampaikan 
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aspiarasinya me|nge|nai pe|nggunaan ADD 

4 Bagaimana 

kete|rlibatan/pe|ran 

masyarakat dalam 

pe|nggunaaan Alokasi dana 

Desa di Lembang Bau 

tahun 2022? 

Yatuh kete|rlibatan masyarakat sungguh 

dirasakan apa sabah yatuh pe|ndapat 

masyarakat umbantu to ma’pare|ntah umbalah 

keputusan lan proses pembangunan lembang  

(Kete|rlibatakan masyarakat sungguh 

dirasakan kare|na pe|ndapat masyarakat 

te|rsebut dapat membantu peme|rintah lembang 

dalam me|ngambil keputusan dalam proses 

pembagunan di lembang) 

 

5 Bagaimana tingkat 

kepe|rcayaan masyarakat 

te|rhadap peme|rintah desa 

dalam pe|nyampaian 

pe|rtanggungjawaban 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa Tahun 2022? 

Kepe|rcayaan masyarakat lako to ma’pare|ntah 

ambai meloh mo dikuan meloh sabah yatuh 

pembangunan lan lembang meloh dan na 

rasakan mo masyarakat 

(Kepe|rcayaan masyarakat te|rhadap 

peme|rintah sudah biasa dikatakan baik kare|na 

kare|na apa yang telah dilakukan pemrintah 

sungguh dirasakan manfaatnya bagi 

masyarakat) 

  

6 Apakah peme|rintah telah 

me|ne|rapkan sikap 

transparansi dan 

akuntabilitas te|rkait 

pe|rtanggungjawaban 

laporan pe|ngunaan 

Alokasi Dana Desa? 

 

Sikap transparansi na ambai ku rasa duka 

melo sabah yatuh to ma’pare|nta na sampaikan 

yatuh apa tu makka  dadih lan lembang 

(Sikap transparansi saya rasa sudah baik 

kare|na peme|rintah me|nyapaikan apa yang 

telah me|reka laksanakan di lembang ) 

7 Apa saja be|ntuk Alokasi 

Dana Desa yang sudah 

dirasakan manfaatnya 

masyarakat? 

 

Manfaat na bisa duka dirasakan meloh baik 

jomai lalan, jembatan dan diomai pe|rtanian. 

( Manfaat yang dirasakan baik dari jalan, 

jembatan dan dari pe|rtanian) 

 

5. Wawancara de|ngan Bapak Buttu Tasik selaku  BPL 

No Pe|rtanyaan Wawancara Pe|rtanyaan Wawancara 

1 Apakah peme|rintah desa 

telah me|ne|rapkan sistem 

dan prosedur pe|ngelolaan 

Alokasi Dana Desa sesuai 

de|ngan Undang-undang 

yang be|rlaku ? 

Iya nak yatuh na pe|ngelolaan ADD tuh lan 

lembang makka na palako to ma’pare|ntah ku 

rasa sesuai mo 

(Iya nak me|nge|nai pe|ngelolaan ADD di 

lembang yang sudah dilaksanakan oleh 

peme|rintah saya rasa sudah sesuai) 

2 Siapa saja yang dilibatkan Tongan mo to nak, yatoh dioh tahap 
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dalam proses pe|re|ncanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa ?   

 

pe|re|ncanaan yatuh masyarakat ikut te|rlibat 

khusus yatuh masyarakat na sampikan mo 

tuh apalah bisa na harapkan tuh lah bisa 

dibangun lan Lembang Bau 

(iya betul nak, dalam tahap pe|re|ncanaan 

masyarakat ikut te|rlibat dimana masyarakat 

me|nyampaikan apa yang me|njadi harapan 

me|reka yang nantinya akan membangun  di 

Lembang Bau 

3 Apakah masyarakat selalu 

dilibatkan dalam 

musyawarahdan evaluasi 

pelaksanaan dana desa?  

Iya nak aparat lembang mundang tuh 

pe|rwakilan tokoh masyarakat  

(Iya nak, aparat  lembang me|ngundang setiap 

pe|rwakilan tokoh masyarakat) 

4 Bagaimana 

kete|rlibatan/pe|ran 

masyarakat dalam 

pe|nggunaaan Alokasi dana 

Desa di Lembang Bau 

tahun 2022? 

Yatuh dikuan ketelibatan masyarakat meloh 

sabah unsampaikan tuh pe|ndapat na tuh lah 

bisa umbangun  lembang Bau 

(Kete|rlibatan masyarakat sangat bagus 

kare|na me|reka me|nyampaikan pe|ndapat 

yang me|nurut masyarakat dapat membangun 

lembang) 

5 Bagaimana tingkat 

kepe|rcayaan masyarakat 

te|rhadap peme|rintah desa 

dalam pe|nyampaian 

pe|rtanggungjawaban 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa Tahun 2022? 

 

Kepe|rcayaan na masyarakat lako to 

ma’pare|nta biasa ditiroh tuh jomai ke aktifan 

masyarakat pembangunan dan keatifan 

masyarakat setiap de|ngan tuh kegiatan di 

palako dan kurasa meloh mo to 

(Kepe|rcayaan masyarakat te|rhadap 

peme|rintah bisa dinilai melalui keaktifan 

masyarakat setiap ada kegiatan yang 

dilaksanakan yang dianggap baik oleh 

masyarakat) 

6 Apakah peme|rintah telah 

me|ne|rapkan sikap 

transparansi dan 

akuntabilitas te|rkait 

pe|rtanggungjawaban 

laporan pe|ngunaan Alokasi 

Dana Desa? 

 

Sikap kete|rbukaan peme|rintah  lako 

masayarakat na di kitta tuh dioh ma’pare|nta 

unsampaikan pe|rtanggungjwaban dalam 

pemasangan spanduk tuh dioh kantor 

lembang 

(Sikap kete|rbukaan peme|rintah kepada 

masyarakat dapat dilihat dari be|ntuk 

pe|nyampaikan pe|rtanggungjawaban dalam 

pemasangan spanduk) 

7 Apa saja be|ntuk Alokasi 

Dana Desa yang sudah 

dirasakan manfaatnya 

masyarakat? 

 

Manfaatan  na rasakan masyarakat de|ngan 

tuh pembangunan dadih tuh lan lembang baik 

yatoh lalan, jembatan dan diomai pe|rtanian. 

(Manfaat yang dirasakan masyarakat yaitu 

melalui pembangunan yang telah te|rlaksana 

di lembang baik itu jalan, jembatan dan dari 

pe|rtanian. 
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6. Wawancara de|ngan Bapak Amos Raya Selaku Masyarakat Lembang 

 

No Pe|rtanyaan Wawancara Pe|rtanyaan Wawancara 

1 Apakah peme|rintah desa 

telah me|ne|rapkan sistem 

dan prosedur pe|ngelolaan 

Alokasi Dana Desa sesuai 

de|ngan Undang-undang 

yang be|rlaku ? 

Ambai hal yatoh bisa ambai nak ke kita 

ungkkutanai langsung Aparat lembang 

me|nge|nai hal yatuh sabah kami masyarakat 

ya kamai kitandai mulai dioh pe|re|ncanaan 

samapai sae lako pe|rtanggungjawaban lan 

lembang ( Mungkin hal ini dapat nak dapat 

kita tanyakan langsung ke peme|rintah 

lembang, kare|na yang  kami ketahui selaku  

masyarakat mulai dari pe|re|ncanaan sampai ke 

tahap pe|rtanggungjawaban 

2 Siapa saja yang dilibatkan 

dalam proses pe|re|ncanaan 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa ?   

Aparat lembang dan kami selaku masyarakat 

Lembang Bau 

 

3 Apakah masyarakat selalu 

dilibatkan dalam 

musyawarahdan evaluasi 

pelaksanaan dana desa?  

Ya tongan nak, kami tuh masyarakat 

sunggung dilibatkan dalam hal te|rsebut 

( Iya betul nak, kami selaku masyarakat 

dilibatkan dalam kegiatan te|rsebut) 

4 Bagaimana 

kete|rlibatan/pe|ran 

masyarakat dalam 

pe|nggunaaan Alokasi dana 

Desa di Lembang Bau 

tahun 2022? 

 

Ambai yatuh ketelibatan ki ambai na rasakan 

duka tuh to ma’pare|nta kumua kami 

masyarakat kidukung liu tuh apalah lana 

pomeloh tondok ta Lembang Bau kumua 

kami masyarakat tuh kisampaikan mo tuh 

pe|ndapat ki solah apalah me|njadi kebutuhan 

ki masyarakat 

(Mungkin kete|rlibatan kami selaku 

masyarakat sungguh dirasakan oleh 

peme|rintah lembang bahwa kami selaku 

masyarakat me|ndukung apa yang akan 

dilaksanakan oleh peme|rintah untuk 

membangun lembang dan kami masyarakat 

ikut dalam me|nyampaikan pe|ndapat dan 

aspirasi kami yang me|njadi kebutuhan 

masyarakat lembang) 

 

5 Bagaimana tingkat 

kepe|rcayaan masyarakat 

te|rhadap peme|rintah desa 

dalam pe|nyampaian 

pe|rtanggungjawaban 

pe|ngelolaan Alokasi Dana 

Desa Tahun 2022? 

Tingkat kepe|rcayaan kami masyarakat lako 

tuh to ma’pare|nta ambai malah ki kua meloh 

mo sabah yatuh pembangunan dadih lan 

tondok kirasakan tongan mo manfaat na susi 

duka tuh dioh nape|rtanggungjawaban na to 

ma’pare|nta na sampaikan umbolai baliho tuh 

makka na pasang dioh nanei dadih tuh 
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 pembangunan 

( Tingkat kepe|rcayaan masyarakat te|rhadap 

peme|rintah baik kare|na adanya pembangunan 

yang telah te|rlaksana dalam lembang yang 

sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

se|rta pe|rtanggungjawaban peme|rintah secara 

te|rbuka sehingga dapat diketahui oleh 

masyarakat. 

6 Apakah peme|rintah telah 

me|ne|rapkan sikap 

transparansi dan 

akuntabilitas te|rkait 

pe|rtanggungjawaban 

laporan pe|ngunaan Alokasi 

Dana Desa? 

 

Sikap kete|rbukaan to ma’pare|nta lako 

masayarakat na di kitta tuh dioh to 

ma’pare|nta unsampaikan 

pe|rtanggungjawaban dalam pemasangan 

spanduk tuh dioh kantor lembang sah dioh 

ninan tuh program pembangunan 

(Sikap transparansi peme|rintah lembang 

kepada masyarakat dapat kita ketahui melalui 

pe|nyampain informasi pe|rtanggungjawaban 

de|ngan pemasangan spanduk pada lokasi 

pembangunan dan di kantor lembang) 

7 Apa saja be|ntuk Alokasi 

Dana Desa yang sudah 

dirasakan manfaatnya 

masyarakat? 

 

Yatuh Be|ntuk pembagunan dari realisasi 

ADD lan teh lembang ki syukuri mo apa 

kirasakan kami selaku masyarakat tuh dioh 

nah lalan solah jembatan th makka na bangun 

to’mapare|nta sah dioh be|rupa bibit pe|rtanian 

dan alat domppe|ng 

(Be|ntuk pembagunan dari realisasi  yang ada 

di lembang kami selaku masyarakat 

me|nsyukuri hal te|rsebut kare|na kami 

me|rasakan betul manfaat pembangunan baik 

dari jalan dan jembatan maupun dari segi 

pe|rtanian yaitu bibit dan alat dompe|ng) 
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Lampiran 3 

Peta Wilayah Lembang Bau 
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Lampiran 4 

APBDesa 
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Lampiran 5 

Daftar Hadir Musyawarah Lembang 
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Lampiran 6 

Dokeme|ntasi Wawancara 
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